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PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin
Penulisan Transliterasi Arab Latin pada Penelitian Skripsi ini
mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

) Alif - -

<@ Ba’ B Be

<y Ta’ T Te

& Sa’ S Es dengan titik di atas
z Jim J Je

z Ha’ H Ha dengan titik di bawah
t Kha’ Kh Ka dan Ha

d Dal D De

3 Zal Z Zet dengan titik di atas
g Ra R Er

3 Zai Z Zet
o Sin S Es
g™ Syin Sy Es dan Ye
ol Sad S Es dengan titik di bawah
ol Dad D De dengan titik di bawah
L Ta T Te dengan titik di bawah
b Za Z Zet dengan titik di bawah
g ‘Ain ‘ Koma terbalik atas

'& Gain G Ge

ol Fa F Fa

& Qaf Q Qi




J Kaf K Ka

Jd Lam L El

A Mim M Em

O Nun N En

K Wau W We

® Ha’ H Ha

3 Hamzah ‘ Apostrof
0 Ya’ Y Ye

Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis

dengan tanda ().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong, vokal bahasa arab

yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A
| Kasrah I I
[ Dammah U U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

berikut:
berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
I Fathah dan ya Al Adan |
3 Fathah dan wau AU Adan U




Contoh:
W' kaifa
4135: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa transliterasinya

berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf
Harkat dan Huruf Nama dan Nama
Tanda
/ / Fathah dan Alif ~ A dengan
s .| A il
atau ya garis di atas
- | dengan
S Kasrah dan ya 1 garis di atas
2 Dammah dan ! U dengan
S U . -
wau garis di atas

Garis datar di atas huruf a, i, dan u bisa juga diganti dengan garis

lengkung seperti huruf v yang terbalik menjadi &, 7, dan 4. Model ini sudah

dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

<ia: mata
(R rama
&'3-“{:.: yam(tu

4. Ta marbitah

Xi




Transliterasi untuk ta marbiatah ada dua, yaitu ta marbitah yang
hidup atau mendapat harakat Fathah, Kasrah, Dammah transliterasinya
adalah [t]. sedangkan ta marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukun
transliterasinya.

Kalau kata yang terakhir dengan ta marbitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbitah itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

JAY) 425 raugah al-arfal

Si.«ja:iﬂ :\#wi al-madmah al-fadilah

2\-30595: al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tasydid (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

U;U rabbana
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9% ‘aduwwun

Jika huruf ¢ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh

huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

(s “ali (bukan “aly atau ‘aliyy)
(305 “arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J (alif

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
transliterasi seperti biasa al- baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf gomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

MT: Al-syamsu (bukan asy-syamsu)
:UJSJ“ Al-zalzalah

MY Al-falsafah

3 Al-pitadu

7. Hamzah
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Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena daam tulisan arab
berupa alif.

Contoh:
usjil-"' ta’miina
¢ 341 al-nau’

& (o syai’un

2

f)-e\: umirtu

L+

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa

Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dilakukan dalam Bahasa Indonesia, kata istilah
atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan
Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata Al-Qur’an
(dari Al-Qur’an), Sunnah, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilal al-Quran

Al-Sunnah gabl al-tadwin
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Al-‘Ibarat bi ‘umium al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Laf; al-Jalalah (4V)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa
huruf hamzah.

Contoh:

AW drnudlah
AW pirtan

Adapun ta marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-
Jalalah ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

435\:\-6&),-.'3-43 hum fi rakmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps)
dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia
(EYD) yang berlaku, huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan, dan huruf pertama dalam
permulaan kalimat).

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata

sandangnya, jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata

XV



tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan juga berlaku untuk
huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik
ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,

CDK, dan DR).

Contoh:
Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tust
Abii Nasr al-Farabt
Al-Gazalt
Al-mungiz min al-Dalal
B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT = Subhanahu Wa Ta’ala

SAW = Sallallahu ‘Alaihi Wasallam

Q.S = Qur’an Surah

H.R = Hadis Riwayat

PN = Pengadilan Negeri

BLP = Belopa

DSN = Dewan Syariah Nasional

PDT.G.S = Perdata Gugatan Sederhana

KUHPer = Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KHES = Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
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ABSTRAK

Nurhaera Tuljannah Masdin, 2023. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN
BLP Nomor 1/PDT.G.S/2022)”, Skripsi Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Muhammad
Yassir Akbar Ramadhani.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN BLP Nomor
1/PDT.G.S/2022, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami
bemtuk-bentuk wanprestasi, bentuk wanprestasi yang terjadi dalam kasus ini,
dan tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap wanprestasi. Jenis penelitian
ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kasus (case approach).
Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana peneliti memperoleh atau
mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara bersama hakim,
panitera, jurusita, pihak penggugat dan tergugat, serta kuasa hukum
penggugat dan tergugat, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara
observasi, wawancara, dan dokumentasi guna menemukan data yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah memperoleh data dilapangan
peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data yang lain seperti
buku, jurnal, UU, dan fatwa para ulama yang berkaitan, setelah semua data
berkumpul selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga daapt
ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil
penelitian ini menunjukkan pertama, wanprestasi adalah suatu keadaan
dimana seorang debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan
perjanjian hutang piutang yang telah dibuat dalam kasus tersebut bentuk
wanprestasi yang terjadi yaitu bentuk wanprestasi melaksanakan apa yang
dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Dimana pihak
tergugat tidak menepati janji sesuai kesepakatan yang telah dijanjikan sejak
awal. Kedua,pertimbangan hakim dalam kasus antara kreditur dan debitur
menurut Pasal 1238 KUHPerdata menjelaskan bahwa tergugat telah
melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan perjanjian berdasarkan
apa yang telah disepakati bersama.Ketiga, tinjauan hukum ekonomi Syariah
terhadap wanprestasi yaitu amatlah melenceng dari asas-asas atau hukum
islam. Islam tidak memperbolehkan melakukan sebuah wanprestasi atau
ingkar janji, namun pihak tergugat melakukan ingkar janji dalam suatu
perjanjian, akibatnya dari salah satu pihak ada yang merasa dirugikan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Hukum Ekonomi Syariah, Hutang Piutang
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ABSTRACT

Nurhaera Tuljannah Masdin, 2023. "Review of Sharia Economic Law on
Default of Receivables Debt Agreement (Study of PN BLP Decision
Number 1/PDT.G.S/2022)", Thesis of Sharia Economic Law Study
Program, Faculty Sharia Palopo State Islamic Institute. Supervised
by Muammar Arafat Yusmad and Muhammad Yassir Akbar
Ramadhani.

This thesis discusses the Review of Sharia Economic Law on Default of Debt
Receivables Agreement (Study of District Court Decision Number 1/PDT.
G.S/2022, this study aims to know and understand the forms of default, the
form of default that occurs in this case, and the review of Sharia economic
law on default. This type of research is empirical research with a case
approach.  This research is a field study, where researchers obtain or
obtain primary data by conducting interviews with judges, clerks, bailiffs,
plaintiffs and defendants, and legal representatives Plaintiff and defendant,
data collection techniques are carried out by observation, interviews, and
documentation to find data related to the problem under study, after
obtaining Data in the field researchers also analyze data with other data
sources such as books, journals, laws, and fatwas of related scholars, after
all the data is gathered then the researcher compiles The data is available
so that conclusions can be drawn to answer the problems of this research.
The results of this study show that first, default is a situation where a debtor
is unable to fulfill his obligations in accordance with the debt and credit
agreement that has been made. Where the defendant did not keep his promise
according to the agreement that had been promised from the start. Second,
the judge's considerations in cases between creditors and debtors according
to Article 1238 of the Civil Code explained that the defendant had defaulted
because he did not carry out the agreement based on what had been agreed
upon. Islam does not allow doing a default or breaking a promise, but the
defendant does break a promise in an agreement, as a result of which one of
the parties feels disadvantaged.

Keywords: Default, Sharia Economic Law, Accounts Receivable
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara indonesia adalah
negara hukum. Berdasarkan bunyi pasal menjelaskan bahwa Negara
Republik Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum,
segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah
sesuai dengan regulasi atau peraturan perundangan-undangan yang
berlaku. Dengan kata lain, segala kewenangan, tindakan dan warga
negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.*

Peristiva hukum adalah suatu peristiwa dalam masyarakat
yang akibatnya diatur oleh hukum dan tidak semua peristiwa
mempunyai akibat hukum, sehingga tidak semua peristiwa adalah
peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang diatur oleh
hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh
hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun yang dilakukan
dua pihak. Salah satu bentuk dari perbuatan hukum dua pihak yang
umumnya dilakukan di dalam masyarakat adalah perjanjian pinjam
meminjam. Dalam suatu praktik pinjam meminjam, tentu saja masih

sering terdapat permasalahan yang terjadi misalnya wanprestasi

! Moch. Fahruz Rizqy “Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-V111/2010 Terkait
Perlindungan Hak Anak” Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Vol.30 No.



tentang keterlambatan pembayaran hutang. Berdasarkan Pasal 1238
Bab | KUHPerdata Wanprestasi adalah

Kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat
perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan
dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur
harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.?

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan
kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat
antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya
janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak sengaja.
Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi
kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang
telah diperjanjikan. Apabila seorang dalam keadaan tertentu
beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia
dapat minta pembatalan perikatan. Dalam hubungan ini, telah
dipersoalkan, apakah perjanjian itu sudah batal karena kelalaian pihak
debitur ataukah haruslah dibatalkan oleh hakim. Setiap perjanjian
wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur

penipuan.®

Q.S Al-Isra’ (17):34

¥ s H8 gadl )eadly 18505,

2Hazar Kusmayanti, “Tindakan Hakim dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian
(Kajian Pustaka Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.Sal)” , Jurnal Komisi Yudisial Vol. 14 No. 1
(April 2021): 99-116, (Diakses 11 Desember 2022).
(https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/403/pdf)

% Jon Hendri, Khoiri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang”,
Jurnal Cendekia Hukum Vol. 14 No. 2 (2018): 117, (Diakses 11 Desember 2022).
(http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/issue/view/8)



Terjemahan:

“... Dan penuhilah janji;sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungjawabannya”.*

Dalam Q.S Al-Isra (17):34 menjelaskan bahwa ingkar janji
merupakan salah satu perbuatan seseorang yang munafik kepada
Allah Swt. Dan haruslah senantiasa menepati janji dalam bentuk
apapun, dan Allah Swt sangat membenci seseorang yang tidak dapat
menepati janjinya, seperti hal wanprestasi dalam hutang piutang,
karena hutang merupakan sesuatu yang harus dilunasi atau dibayar
tepat waktu. Baik wanprestasi tersebut dilakukan dengan sengaja
ataupun tidak sengaja.

Sehubungan dengan kasus ini yaitu perikatan yang dibuat oleh
kreditur dengan debitur pada bulan Oktober 2020 di Dusun
Batulotong, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten
Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Kreditur awalnya ingin
meminjamkan uang untuk modal usaha secara tunai untuk sementara
kepada istri debitur sebesar Rp. 50.000.000 kreditur meminjamkan
uang tersebut atas dasar kekeluargaan dan debitur sendiri yang akan
menanggung ke depannya dan hanya membuat surat pernyataan
hutang pada tanggal 16 September 2021 dengan jangka waktu selama
5 bulan terhitung sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan

tanggal 16 Februari 2022. Setelah jatuh tempo kreditur akan

4 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kamila
Jaya llmu Jakarta, 2016), 69.



mengambil uang yang dipinjamkan kepada debitur, akan tetapi debitur
hanya bisa mengembalikan sebagian uang yang dipinjamnya yaitu
sebesar Rp. 30.000.000 dari hasil memasukkan sertifikat tanah milik
debitur pada tanggal 20 September 2021 bersama istri ke Bank BRI
Unit Larompong.

Kreditur memberikan kesempatan kepada debitur yang sudah
secara langsung dan berulang kali disampaikan pihak kreditur agar
uang Rp. 20.000.000 dan untuk hutang lainnya seperti debitur telah
dibayarkan oleh kreditur sebesar Rp. 4.100.000 berupa kredit motor
matic dan debitur juga telah dibayarkan oleh kreditur sebesar Rp.
8.000.000 berupa biaya perbaikan mesin perahu ikan tersebut, akan
tetapi untuk hutang tersebut debitur merasa bukanlah berupa pinjaman
karena pada saat itu hanya uang untuk membantu saja yang diberikan
dari istri debitur dan debitur tidak pernah merasa meminjam pada
kreditur sehingga debitur pun tidak membayar atau menebus sama
sekali hutang tersebut. Sehingga jumlah keseluruhan hutang Rp.
32.100.000 tersebut dapat diselesaikan lewat kekeluargaan, namun
debitur sama sekali mengabaikan sehingga kreditur mengambil
langkah serius berupa membuat laporan pengaduan tertanggal 21
Februari 2022 di Polres Luwu yang tujuan utamanya adalah
diselesaikan dengan baik. Akan tetapi pelunasan peminjaman uang
sebesar Rp. 32.100.000 sampai saat ini juga belum direalisasikan dan

kreditur sudah melakukan musyawarah bersama debitur dengan



menawarkan debitur kesempatan untuk melunasi hutang, namun

debitur mengabaikan kesempatan yang diberikan sehingga mendorong

kreditur untuk mengambil langkah serius dengan mengajukan
pengaduan di Polres Luwu dengan maksud untuk menyelesaikannya
dengan baik. Berdasarkan hal tersebut diatas kreditur dalam
gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Belopa supaya
memberikan putusan (petitum).®

Dari latar belakang di atas tersebut maka peneliti tertarik untuk
meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut, dengan demikian maka
peneliti memberi judul penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum

Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang

(Studi Putusan PN Blp Nomor 1/Pdt.G.S/2022)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan kajian pada latar belakang masalah, maka pokok
masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana Bentuk Wanprestasi Hutang Piutang Antara Pihak
Kreditur Dan Debitur dalam Kasus Nomor 1/PDT.G.S/2022?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Kasus Wanpresasi
Hutang Piutang pada Kasus Nomor 1/PDT.G.S/2022 antara Pihak
Kreditur dan Debitur?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap

Wanprestasi Hutang Piutang pada Kasus Nomor 1/PDT.G.S/2022?

5 Lihat Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/PN BLP/2022 HIm. 3-7.



C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Guna mengetahui dan memahami bentuk wanprestasi hutang
piutang antara pihak kreditur dan debitur dalam kasus nomor
1/Pdt.G.S/2022.

2. Guna mengetahui dan memahami pertimbangan hakim terhadap
kasus wanpresasi hutang piutang pada kasus nomor
1/Pdt.G.S/2022 antara pihak kreditur dan debitur.

3. Guna mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi
syariah terhadap wanprestasi hutang piutang pada kasus nomor
1/Pdt.G.S/2022.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan
masukkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang tinjauan
hukum ekonomi syariah mengenai wanprestasi perjanjian hutang
piutang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti
1.) Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir

mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) Program Studi



Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama
Islam Negeri Palopo.

2.) Sebagai media pembelajaran dalam mengaplikasikan teori
yang dipelajari di bangku kuliah mengenai wanprestasi
perjanjian hutang piutang.

b. Manfaat Bagi Peneliti Lain
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dan

sebagai bahan perbandingan referensi bagi peneliti selanjutnya.



BAB Il
KAJIAN TEORI
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian terdahulu menjadi sangat penting sebagai dasar
penyusun penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian dengan
penelitian sebelumnya:

1. Irvan Risqianto dengan judul Penelitian “Pembuatan Wanprestasi
dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Hak
Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan
No0.199/PDT.G/2015/PN.YYK) ”. Hasil penelitian ini menjelaskan
bahwa penertiban sertifikat mempunyai tujuan agar pemegang hak
dapat dengan mudah membuktikan haknya, sehingga sertifikat
merupakan alat pembuktian yang kuat, Dalam kaitannya dengan
kasus dalam putusan Pengadilan  Negeri  Yogyakarta
No0.119/Pdt.G/2015/PN.YYK, bahwasanya sertifikat hak milik
atas tanah dapat berfungsi sebagai jaminan hutang piutang. Dalam
perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertifikat hak milik atas
tanah tersebut majelis hakim menganggap bahwa tidak ada
perbuatan wanprestasi, dalam hal pembayaran memang tidak
dilakukan dengan tepat waktu.® Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian peneliti adalah penelitian lebih berfokus pada tinjauan

ekonomi syariah mengenai wanprestasi perjanjian hutang piutang

® Irvan Risqianto, “Pembuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan
Jaminan  Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No.
199/PDT.G/2015/PN.YYK)”, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Skripsi, 2016.



sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada bagaimana
perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan
sertifikat yang menjadi jaminan, selain itu lokasi penelitian juga
berbeda.

2. Sofyan Sauri dengan judul penelitian “Analisis Putusan Nomor
565/PDT.G/2020/PA.JU Dalam Perkara Penyelesaian
Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.
Dari penelitian ini menjelaskan bahwa putusan hakim dalam suatu
perkara wanprestasi syariah kasus gadai syariah dengan nomor
putusan 565/Pdt.G/2020/PA.JU tersebut sudah sesuai dengan
aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) meskipun
dasar pertimbangan dalam penetapan wanprestasi gadai syariah
tersebut menggunakan KUHPerdata namun tidak bertentangan
dengan syariah islam. Adapun KUHPerdata tetap dijadikan dasar
pertimbangan selama tidak bertentangan dengan hukum islam.’
Perbedaan dengan penelitian peneliti saat ini adalah terletak pada
lokasi penelitian dimana lokasi penelitian yang akan dilakukan
peneliti berada di Pengadilan Negeri Belopa sedangkan penelitian
sebelumnya berada di Pengadilan Agama Jakarta Utara, selain itu
hal yang dikaji juga berbeda.

3. Astin Martia Dewi dengan judul penelitian “Wanprestasi Pada

Perjanjian Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum Perikatan

" Sofyan Sauri, “Analisis Putusan Nomor 565/PDT.G/2020.PA.JU Dalam Perkara
Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”,
(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), Skripsi, 2021.
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Islam (Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono
Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian
ini menjelaskan bahwa terjadi wanprestasi karena adanya kelalaian
dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Bapak Dovia
dan Ibu Siti di Kayu panglong Bapak Tugiman. Oleh karena itu,
penyelesaian wanprestasi dalam hal ini menggunakan prinsip
Hukum Perikatan Islam yang disebut Ash Sulh (perdamaian), yang
mengakhiri akad perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak
antara kreditur dan debitur dengan kesepakatan. Bapak Dovia
harus menyerahkan sepada motor miliknya sebagai jaminan, dan
Ibu Siti harus membuatkan lemari bufet kayu jati kepada Bapak
Tugiman selaku pemilik panglong kayu, dengan batas waktu yang
telah ditetapkan. Serta Bapak Febri pemilik kayu panglong yang
mengikhlaskan utang Bapak Supar dan Bapak Teguh.® Perbedaan
penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti bukan hanya
terletak pada lokasi penelitian dan fokus kajian, tapi penelitian
terdahulu juga lebih fokus pada Perspektif Hukum Perikatan

Islam.

8 Astin Martia Dewi, “Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang Dalam Perspektif Hukum
Perikatan Islam (Studi Kasus Panglong Kayu di Desa Sritejokencono Kecamatan Kota
Gajah Kabupaten Lampung Tengah”, (Institut Agama Islam Negeri Metro), Skripsi, 2019.
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B. Deskripsi Teori
1. Wanprestasi (Ingkar Janji)
a. Pengertian Wanprestasi
Wanprestasi berasal dari Bahasa belanda yaitu “wanprestatie”
yang artinya prestasi yang buruk. Wanprestasi adalah tidak memenubhi
atau lalai melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam
perjanjian antara kreditur dan debitur. Menurut kamus hukum,
wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati
kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi
adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya,
debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan
dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.®
Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya
hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan
wanprestasi untuk melakukan ganti rugi, sehingga oleh hukum
diharapkan agar tidak ada satu pihak pun dirugikan karena
wanprestasi tersebut.
Tindakan wanprestasi ini terjadi karena:
1.) Kesengajaan
2.) Kelalaian

3.) Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

® Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (BW)”, Jurnal Al-Magasid Vol 3 No. 1 (januari-Juni 2017): 13,
(Diakses 15 Desember 2022).
(http://194.31.53.129/index.php/almaqasid/article/view/1444)
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Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana atau hukum tentang
perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan
apakah suatu kontrak dilaksanakan karena adanya suatu unsur
kesalahan dari pihak atau tidak. Akibatnya tetap sama, Yyaitu
pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan tertentu.
Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan yang
umumnya membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi untuk
sementara atau untuk selama-lamanya. Disamping itu, apabila
seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai dalam
ketentuan kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa
pengecualian), tidak dengan sendirinya dia telah melakukan
wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam
undang-undang maka wanprestasinya si debitur resmi terjadi setelah
debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (ingebrekestelling) yakni dengan
dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur.®

Dalam pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu
perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan
lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang
harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau
dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah
ditentukan.

Jadi maksud dari pasal tersebut yakni peringatan atau pernyataan

dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi

10 Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Kitab Lengkap KUHPerdata, (Gejayan Yogyakarta:
Penerbit Pustaka Yustisia, 2019), 302.
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prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji
(wanprestasi)'!. Dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa:

KHES Pasal 36:
Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena
kesalahannya:
1.) Tidak melakukan apa saja yang dijanjikan untuk melakukannya;
2.) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana
dijanjikannya;
3.) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;atau
4.) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

KHES Pasal 37:

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat
perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar
janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak
dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang
ditentukan.

Adapun berkenaan dengan penanganan pembiayaan bermasalah
dalam fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa nasabah
mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai
kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan
sanksi. Akan tetapi jika tidak/belum mampu membayar disebabkan
tidak boleh dikenakan sanksi. Adapun sanksi dapat berupa denda

sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan

dibuat saat akad ditandatangani.*?

I Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Kitab Lengkap KHUPerdata, (Gejayan Yogyakarta:
Penerbit Pustaka Yustisia, 2019), 303.

12Zulfatus S., dkk, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut
Fatwa DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000: Studi Kasus di BMT La Tansa Ponorogo”,
Jurnal of Islamic Banking Vol 2, No. 1 (Juni 2021): 19, (Diakses 27 Februari 2023).
(http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/201/134)
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Q.S Al-Bagarah (2):280

& pa s O " aonae ) 3pkB s 35 08 45

Terjemahan:
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka

berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.

Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika

kamu mengetahui”*®

Dalam Q.S Al-Bagarah (2):280 yang tertera di atas dijelaskan
bahwa tentang kebijakan dalam masalah hutang piutang sebagai
perlindungan hukum bagi penghutang yang masih dalam keadaan
belum mampu membayar hutang agar diberi tangguh pembayaran.
Sebaliknya syariat tidak hanya memberikan perlindungan hukum
sepihak bagi penghutang saja, namun juga memberikan perlindungan
hukum bagi orang yang memberikan hutang. Sebagaimana Sabda

Rasulullah dalam sebuah hadis:
@ s 8 e dle B s 3500 i G
g _%% SR PR U L T Y. owe S el
ol b e ) ey el o0 s 106 g adle
Terjemahan:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw
pernah bersabda: “Penundaan pembayaran hutang oleh
orang yang kaya adalah perbuatan dholim. Apabila hutang

13 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kamila
Jaya llmu Jakarta, 2016), 67.
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seseorang dialihkan menjadi tanggung jawab orang kaya
maka setujuilah”**

Ayat dan Hadis yang tertera di atas menunjukkan betapa syariat
melindungi secara adil terhadap keduanya, baik pemberi hutang
maupun penghutang

b. Jenis-jenis Wanprestasi
Ada berbagai jenis dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya,
walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakan. Jenis-jenis
wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut:
1)  Wanprestasi berupa tidak melakukan apa saja yang disanggupi
akan dilakukannya.
Misalnya, Ketika A dan B sepakat untuk melakukan jual beli
sepeda. A sudah menyerahkan sejumlah uang untuk
pembayaran sepeda, tapi B tidak juga menyerahkan sepeda
miliknya kepada A. Sebab sepeda tersebut sudah dijualnya ke
orang lain. Dalam hal ini B telah wanprestasi karena dia tidak
melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu
menyerahkan sepedanya kepada A sebagaimana yang sudah
disepakati/diperjanjikan.
2.)  Wanprestasi berupa melaksanakan apa yang dijanjikannya,

tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

4 Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, Sunan Ibnu Majah.Jus 11
(Jakarta: Gema Insani, 2016), 877.
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Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli kursi. A
memesan/membeli kursi berwarna biru dari B. Tapi yang
dikirim atau yang diserahkan B bukan kursi berwarna biru tapi
wanra hitam. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena
melakukan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana
mestinya.
3.)  Wanprestasi berupa melakukan apa yang dijanjikan tetapi
terlambat.
Misalnya, A meminjam uang kepada B, dan B berjanji akan
mengembalikan uang yang dipinjam sesuai waktu yang telah
disepakati yaitu pada tanggal 16 September 2021 tapi faktanya
A tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya sesuai dengan
tanggal yang sudah disepakati kedua belah pihak. Dalam hal
ini A sudah wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah

diperjanjian tapi terlambat.

4.)  Wanprestasi berupa melakukan sesuatu yang menurut perjanjian
tidak boleh dilakukan.*®
Misalnya, A menyewakan rumahnya kepada B, di dalam
perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan lagi
rumah A tersebut ke orang lain. Faktanya B menyewakan rumah

A yang ia sewa itu ke pihak ketiga/orang lain. Dalam hal ini B

15 Dermina Dsalimunthe, “akibat hukum wanprestasi dalam perspektif kitab undang-undang
hukum perdata (BW)”, Jurnal Al-Magasid Vol 3, No. 1 (Januari-Juni 2017): 14-15,
(Diakses 15 Desember 2022). (http://194.31.53.129/index.php/almagqasid/article/view/1444)
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sudah wanprestasi karena melakukan sesuatu yang oleh
perjanjian tidak boleh dilakukan.
Masing-masing pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi
yang dilakukan pihak lain berhak menggugat ke pengadilan
untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian
dan bung ajika ada. Dasar hukumnya Pasal 1243 menyatakan
bahwa
Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya
suatu perikatan mulai diwajibkan. Bila debitur, walaupun telah
menyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu,
atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya
dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang
melampaui waktu yang telah ditentukan.
Dan Pasal 1244 menyatakan bahwa
Debitur harus di hukum untuk mengganti biaya, kerugian dan
bunga. Bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak
dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam
melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang
tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung kepadanya
walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.*®
Berdasarkan penjelasan jenis-jenis wanprestasi diatas
wanprestasi yang terjadi antara kreditur dan debitur termasuk
dalam wanprestasi berupa melaksanakan apa yang dijanjikannya
tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
c. Hak-Hak Kreditur Jika Terjadi Ingkar Janji
Hak-hak kreditur dalam terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1.) Hak menuntut pemenuhan perikatan.

2.) Hak untuk menuntut ganti rugi.

16 Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Kitab Lengkap KUHPerdata, (Gejayan Yogyakarta:
Penerbit Pustaka Yustisia, 2019), 310.
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3.) Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
4.) Hak menuntut pemutusan perikatan.
5.) Hak menuntut pemutusan perikatan dengan ganti rugi.

Di dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

menjelaskan bahwa

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

1.) Membayar ganti rugi;

2.) Pembatalan akad;

3.) Peralihan risiko;

4.) Denda; dan/atau

5.) Membayar biaya perkara.

Dan selanjutnya dijelaskan pada Pasal 39 Bab 11l Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi Sanksi pembayaran ganti
rugi dapat dijatuhkan apabila:

1.) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar
janji, tetap melakukan ingkar janji;

2.) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat
diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
dilampaukannya;

3.) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan
bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di
bawah paksaan.

d. Pembelaan Debitur Jika Dituntut Membayar Ganti Rugi

1.) Menyatakan bahwa kreditur juga lalai. Misalnya si pembeli menuduh
penjual terlambat menyerahkan barangnya, tetapi ia sendiri tidak
menepati janjinya untuk menyerahkan uang muka.

2.) Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya. Misalnya si
pembeli menerima barang yang tidak memuaskan kualitasnya, namun
pembeli tidak memberi tahu si penjual atau tidak menerima

barangnya.’

YNiru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan
Perjanjian”, Jurnal Mitra Manajemen Vol 7, No. 2 (2015): 54-55, (Diakses 15 Desember
2022). (https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/534)
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Dalam ketentuan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VI11/2004
tentang ganti rugi (za 'widh) dijelaskan bahwa ganti rugi (ta 'widh) boleh
dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang
(dain).

e. Tuntutan atas dasar wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan

wanprestasi hal-hal sebagai berikut:

1.) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur

2.) Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya

mungkin kerugian keterlambatan.

3.) Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.

4.) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada

debitur. Ganti rugi itu berubah pembayaran uang denda.
2. Perjanjian
a. Pengertian Perjanjian
Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa Perjanjian
adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan
diri terhadap satu orang lain atau lebih.8
Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua
orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian,
perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan
dan perikatan juga dilahirkan dari undang-undang. Pengertian

perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-

18 Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Kitab Lengkap KUHPerdata, (Gejayan Yogyakarta:
Penerbit Pustaka Yustisia, 2019), 316.
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subjek hukum. Sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang
daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu terhadap pihak lain. Dengan kata lain ada
perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari
undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah
perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.*®

Pada dasarnya suatu perjanjian dibuat berdasarkan antara
kedua belah pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk
melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan
hukum yang berlaku kesusilaan dan ketertiban umum. Selain melihat
unsur- unsur sahnya perjanjian dibuat adakalanya menerapkan asas
kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi bentuk dan
objek perjanjian. Namun dalam perkembangannya asas kebebasan
berkontrak mempunyai keterbatasan. Pada suatu perjanjian hutang
piutang sangat mungkin timbul dari tidak dilakukannya atau tidak
dilaksanakannya prestasi oleh debitur untuk membayar hutangnya
kepada kreditur sesuai apa yang telah diperjanjikan diawal. Kelalaian
atas tindakan debitur tersebut mengakibatkan kerugian kepada pihak
kreditur. Masalah hutang piutang memang masalah yang cukup rumit.
Rumit dalam artian pada saat seseorang membutuhkan uang, maka
seseorang memiliki uang akan memberikan pinjaman kepada

pemohon dengan berbagai syarat. Namun, begitu urusan pembayaran

YRetna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)”, Jurnal Pelangi
lImu Vol 5, No. 1 (2013): 2, (Diakses 15 Desember 2022).
(https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840)
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si pemohon tidak menepati perjanjian yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak. Tentu saja ini membuat kerugian kepada kreditur.
Setiap hari manusia selalu berhadapan dengan berbagai macam
kebutuhan, pada umumnya setiap orang ingin dapat memenuhi semua
kebutuhannya, karena setiap orang selalu berkeinginan untuk hidup
layak dan berkecukupan. Suatu perjanjian adalah sutu peristiwa
dimana seorang berjanji kepada seorang yang lainnya dimana dua
orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari
peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang
dinamakan perikatan. Istilah hukum perjanjian atau kontrak
merupakan terjemahan dari Bahasa inggris yaitu contract law.?°

Istilah perjanjian dalam hukum islam disebut akad, kata akad
berasal dari kata al-‘agd, yang berarti mengikat, menyambung atau
menghubungkan (ar-rabt). Perjanjian adalah suatu perbuatan
kesepakatan antara seseorang atau lebih dengan orang lain untuk
melakukan suatu perbuatan tertentu. Perbuatan tersebut jika di dalam
hukum mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut
diistilahkan dengan perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud

dengan perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh

20 Andra Almasari,dkk, “Tinjaun Yuridis Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-
Piutang (Studi Putusan Nomor : 129/PDT.G/PN KPG)”, Jurnal Cerdika: Jurnal llmiah
Indonesia Vol 3, NO 1 (2023), (Diakses 26 September 2023).
(https://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/article/view/618/837)
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manusia yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu
pihak saja maupun yang dilakukan dua pihak. 2

Jadi paparan diatas dapat diketahui bahwa perbuatan hukum
juga meliputi perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak.
Mengenai apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah
saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan.

b. Jenis-jenis Kontrak

Secara umum suatu perjanjian baik dalam bentuk tertulis
maupun tidak tertulis terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

1.) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan
kewajiban bagi kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual beli dan
perjanjian sewa menyewa.

2.) Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan
keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah.

3.) Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak
yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara
kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

4.) Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana
pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah

tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat

Z'Hazar Kusmayanti, “Tindakan Hakim Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta
Perdamaian

(Kajian Pustaka Nomor 35/Pdt.G/2007/PN. Sal)”, Jurnal Komisi Yudisial Vol 14 No. 1
(April 2021): 100, (Diakses 15 Desember 2022).
(https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/403)
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bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang
yang sama.

5.) Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri
diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang perjanjian
bernama diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdata.

6.) Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam
KUHPerdata namun terdapat di masyarakat. Timbulnya perjanjian ini
berdasarkan asas kebebasan berkontrak, misalnya perjanjian sewa
beli, perjanjian keagenan, dan lain sebagainya.

7.) Perjanjian campuran (contractus sui generis), adalah perjanjian yang
mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya perjanjian kerjasama
pendirian pabrik pupuk, yang diikuti dengan perjanjian jual beli mesin
dan perjanjian perbantuan teknik.

8.) Perjanjian obligator adalah perjanjian antara pihak-pihak yang
mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain.

9.) Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan
(transfer of title) atau diserahkan kepada pihak lain.

10.) Perjanjian konsensualisme adalah perjanjian antara kedua belah
pihak yang tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan
perikatan. Menurut pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian ini sudah
mempunyai kekuatan mengikat, namun di dalam KUHPerdata ada

juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi
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penyerahan barang. Perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian
riil.
11.) Perjanjian yang sifatnya istimewa yaitu:

a) Perjanjian liberatoir adalah perjanjian para pihak yang
membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan
hutang (Pasal 1438 KUHPerdata)

b) Perjanjian pembuktian adalah perjanjian antara pihak untuk
menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.

c) perjanjian publik adalah perjanjian yang Sebagian atau seluruhnya
dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak
sebagai penguasa (pemerintah).??

Berdasarkan jenis-jenis perjanjian yang telah dijelaskan diatas
bahwa kasus yang diteliti termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam
uang karena dalam buku 11l KUHPerdata menjadi hukum yang sah
mengatur mengenai perjanjian. Landasan lahirnya suatu perikatan atau
perjanjian diatur dalam pasal 1313, 1320 dan 1338. Dalam pasal 1313
KUHPerdata dinyatakan bahwa suatu perbuatan yang mengikat satu
orang atau lebih terhadap orang lain atau lebih dikenal dengan
perjanjian. Dengan dibuatnya kesepakatan antara kreditur dan debitur

otomatis terikat secara hukum.

22 Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., dan Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H., Hukum
Kontrak Teori dan Praktik, (Palembang: Penerbit Kencana, 2021), 53-56.
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c. Syarat-syarat sahnya perjanjian

Adapun syarat sahnya perjanjian KUHPerdata yang terdapat

dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut:
1.) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian
pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak
lainnya. Sesuai disini pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat
dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian
pernyataan kehendak, yaitu dengan:

a) Bahasa yang sempurna dan tertulis

b) Bahasa yang sempurna secara lisan

c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan
dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak
lawannya

d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya

e) Diam atau membisu, tetapi asal bisa dipahami atau diterima pihak
lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para
pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara
tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar
memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti

yang sempurna, dikala timbul sengketa di kemudian hari.



26

2.) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan
untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah
perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang
akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan
mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum,
sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap
dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang
dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau
sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan
perbuatan hukum:
a) Anak di bawah umur
b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
c) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan
undang-undang dan pada umumnya semua orang Yyang oleh
undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.
Dalam Islam, kecakapan hukum merupakan kepatuhan
seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan
serta kepatutan seseorang dinilai perbuatannya sehingga berakibat
hukum. Kecakapan hukum di sini berkaitan dengan ahliyah al-wujud
(kemampuan untuk memiliki dan menanggung hak), sedangkan
kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk

berbuat hukum secara utuh yang dalam istilah figh disebut ahliyah al-
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ada (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak
untuk orang lain). Oleh karena itu, ulama’ ushul figh mendefinisikan
kecakapan bertindak sebagai kepatutan seseorang untuk timbulnya
suatu perbuatan (tindakan) dari dirinya menurut cara yang ditetapkan
oleh syara’.?®
3.) Adanya objek tertentu
Yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok
perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan
apa yang menjadi hak debitur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif
dan negatif, yaitu:
a) Memberikan sesuatu
b) Berbuat sesuatu
c) Tidak berbuat sesuatu
4.) Adanya kausa yang halal
Maksudnya bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan.?*
3. Hutang Piutang
a. Pengertian Hutang Piutang
Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu

uang Yyang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang

mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang

2 Pijar Alif Rachmatul Islami, “Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan
Hukum Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Ushul Fikih”, (Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), Skripsi, 2016.

% Galim H.S., SSH M.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,

(Mataram:Sinar Grafika,2019), 33-34.
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lain).Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam
meminjam yang dijumpai dalam ketentuan KUHPerdata pasal 1754
yang berbunyi:

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian, yang menetukan
pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis
terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu
akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam
jumlah dan keadaan yang sama.?®

Istilah hutang piutang dalam bahasa arab yang sering
digunakan adalah Al- Dain dan Al- Qordh dalam bahasa arab
bermakna Al- Qath’u yang berarti memotong, sedangkan dalam
terminologi islam Al- Qordh berarti menyerahkan uang (harta) kepada
seseorang yang memerlukannya dan si peminjam (berhutang) harus
mengembalikan lagi harta itu kepada pemiliknya.

Q.S Al- Hadid (57):11
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Terjemahan:

“Siapa saja yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman
yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan)
pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang
banyak”.?’

Sedangkan menurut Pasal 36 Bab Il KHES tentang akad,
hutang adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga

% Dr. M. Zulfa, M. Ag, Hutang Piutang Dalam Islam: Sebuah Kontorversi Fenomena Riba,
(Yogyakarta: TrustMedia Publishing,2015), 2.

%Yuswalina, “Hutang Piutang Dalam Perspektif Figh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung
Kecamatan Banyuasin IIT Kabupaten Banyuasin”, Jurnal Raden Fatah Vol 19 No. 2 (2013):
399, (Diakses 17 Desember 2022).
(https://www.jurnal.instika.ac.id/index.php/Anillslam/article/view/31/16)

27 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kamila

Jaya llmu Jakarta, 2016), 101.
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keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan
pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.?
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
hutang piutang adalah pinjaman atau hutang yang diberikan oleh
seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang
yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan
potongan harta yang memberikan pinjaman atau hutang.
b. Dasar hukum Hutang Piutang
1.) Al-Qur’an
Hukum hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam
syariat islam. Bahkan orang yang memberikan utang atas pinjaman
kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai
dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar, yang

berlandaskan firman Allah SWT.

Q.S Al-Maidah (5):2
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Terjemahan:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ”.?°

BAbdul Aziz, dan Ramdansyah, “Esensi Utang Dalam Konsep Islam”, Jurnal Bisnis dan
Manajemen Islam Vol 4, No. 1 (2016): 126, (Diakses 17 Desember 2022).
(https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1689)

2Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kamila
Jaya llmu Jakarta, 2016), 89.
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Terjemahan:
“Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki
hutang satu atau satu dirham, maka hutang tersebut akan
dilunasi dengan kebaikannya (di hari kiamat nanti) karena di
sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham.” (H.R. 1bnu
Majah No. 2414. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadist
ini Shohih)*®
3.) ljma Ulama
Dari ayat Al-Qur’an dan Hadist diatas dapat diketahui bahwa
para ulama telah menyepakati bahwa hutang piutang boleh dilakukan.
Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup
tanpa pertolongan dan bantuan yang ia butuhkan. Oleh karena itu
hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia
ini.%
c. Rukun dan syarat hutang piutang
Ajaran islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat
yang harus dipenuhi dalam transaksi Al-Qardhul Hasan. Jika salah
satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka agad Al-Qardhul

Hasan ini menjadi tidak sah. Adapun rukun Al-Qardh adalah:

1.) Peminjam (mugtaridh)

%0lbnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwainy, Sunan lonu Majah.Jus 11
h.807, (Jakarta: Gema Insani, 2016).

$Marina Zulfa, dan Kasniah, “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari
Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol 5 No. 1 (Juni 2022),
(Diakses 17 Desember 2022).
(https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9896)
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2.) Pemberi pinjaman (mugridh)

3.) Dana (Al-Qardh)

4.) ljab dan Qabul (petunjuk pelaksanaan pembukuan Syariah)

Adapun syarat-syarat pinjaman terdiri atas:

1.) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan atau
jumlahnya.

2.) Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk
hewan dan pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai
pinjaman.

Sedangkan syarat-syarat hutang piutang terdiri dari mugridh
(kreditur) dan mugqtarigh (debitur). Syarat-syarat bagi kreditur dan
debitur adalah berakal, atas kehendak sendiri dan tidak mubazir,
sehingga pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan
kebutuhan, dan syarat yang terakhir bagi kedua belah pihak adalah

baligh (dewasa, sudah cukup umur).%

32A gustinar, dan Nanda Rini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang
Dengan Penambahan Dari Hasik Panen Padi”, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi
Syariah Vol 3, No. 2 (2018): 150 (Diakses 17 Desember 2022).
(https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9896)
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C. Kerangka Pikir

Tinjauan hukum ekonomi Syariah yang digunakan sebagai dasar
pertimbangan hakim dalam putusan hakim Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Blp

l 4, l

Bagaimana Bentuk Bagaimana Pertimbangan Hakim Bagaimana Tinjauan Hukum
Wanprestasi  dalam  Kasus terhadap Kasus antara Pihak Ekonomi Syariah Terhadap
Hutang Piutang antara Pihak Kreditur dan Debitur Wanprestasi?
Kreditur D3 penyelesaian Wanpr, di Putusan

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/Pn Blp) Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

v

Gambar 2.1 Kerangka Pikir






BAB I
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian empiris merupakan penelitian yang sumber datanya
bersumber dari data-data lapangan, seperti hasil wawancara yang akan
dilakukan dengan hakim dan panitera yang mengadili kasus tersebut.
Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus
(case approach). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan
dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang
dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.®
B. Fokus Penelitian
Untuk membatasi penelitian sekaligus untuk memilih data
yang relevan. Pembahasan penelitian ini akan berfokus pada hal
penting mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terkait wanprestasi
pada kasus No. 1/Pdt.G.S/PN BLP, yang dimana objek utama
penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah
tentang wanprestasi hutang piutang pada kasus nomor

1/Pdt.G.S/2022/PN BLP.

33 Peter Muhammad Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017,) 93.

34
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C. Definisi Istilah
Tujuan dari definisi istilah yaitu untuk lebih memperjelas arah
pembahasan judul dalam penelitian. Berikut adalah definisi istilah
pada penelitian ini:
1. Tinjauan
Tinjauan merupakan hasil dari kegiatan meninjau, pandangan,
atau pendapat yang dilakukan sesudah menyelidiki atau mempelajari
sesuatu.
2. Hukum Ekonomi Syariah
Hukum ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari
kegiatan atau perilaku manusia secara aktual baik dalam produksi,
distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang
bersumber dari Al-Qur’an dan sunnah serta ijma’ para ulama.
3. Wanprestasi
Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji,tidak
menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud
wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau
kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang
telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.
4. Perjanjian
Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara
seseorang atau lebih dengan orang lain untuk melakukan suatu

perbuatan tertentu.
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5. Hutang Piutang

Hutang piutang berarti uang yang dipinjamkan dari orang lain.
Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat
ditagih dari orang lain).

D. Desain Penelitian

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara
mendeskripsikan subjek dan objek yang merupakan hakim dan
panitera di Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan fakta yang apa
adanya.

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian empiris,
karena dalam penelitian ini tidak ada manipulatif data, ataupun
manipulasi objek yang dilakukan peneliti.

E. Data dan Sumber Data

Peneliti menggunakan beberapa data dalam menyelesaikan

penelitian, yaitu:
1. Data Primer

Data primer merupakan hasil wawancara dengan sejumlah
informan yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Oleh karena itu,
peneliti menggunakan data primer yang berasal dari anggapan
wawancara secara langsung. Ada 7 orang narasumber yang
diwawancarai peneliti yaitu Imam Setyawan, S.H. (Hakim Pengadilan

Negeri Belopa), Arrang Baturante, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri
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Belopa, (Jurusita Pengadilan Negeri Belopa), Aso Abdul Rahim, S.H.,
(Kuasa Hukum Penggugat), H. Hasan Basri, S.H., (Kuasa Hukum
Tergugat), Rosi Binti H. Maming (Penggugat), dan Asrianto Bin
Saing Has (Tergugat).
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti
dengan cara mengamati, membaca, atau mendengarkan data yang
sudah ada. Untuk data sekunder penelitian ini, dokumen resmi
Pengadilan Negeri Belopa, jurnal, buku, artikel, dan tesis yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti akan dijadikan sebagai
sumber.®*
F. Instrumen Penelitian
Adapun yang menjadi intrumen dalam penelitian ini adalah
peneliti sendiri. Peneliti berperan sebagai human instrument yang
memiliki fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, melakukan
pengumpulan data, pemilihan informan, menafsirkan data, dan
membuat kesimpulan.
G. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wawancara adalah metode penelitian yang umum dilakukan
untuk memperoleh informasi dari masyarakat atau individu.

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dengan

3 Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif,
(Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo,2019), 34.
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tujuan yang spesifik. Adapun informan yang dimaksud peneliti dalam
pihak yang terkait penelitian ini adalah Imam Setyawan, S.H. (Hakim
Pengadilan Negeri Belopa), Arrang Baturante, S.H. (Panitera
Pengadilan Negeri Belopa), Aso Abdul Rahim, S.H., (Kuasa Hukum
Penggugat), H. Hasan Basri, S.H., (Kuasa Hukum Tergugat), Rosi
Binti H. Maming (Penggugat), dan Asrianto Bin Saing Has
(Tergugat), dimana data ini menjadi data utama yang penting dan
diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai wanprestasi
perjanjian hutang piutang pada kasus Nomor 1/PDT.G.S/2022 di
Pengadilan Negeri Belopa.
Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penelitian dimana dokumen
digunakan untuk mengumpulkan data dan bahan. Karena metode
penelitian dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi
dan wawancara, maka peneliti menganggap penting untuk melakukan
penelitian ini. Dengan metode ini, peneliti merekam wawancara,
mengambil foto saat wawancara, dan mencatat peristiwa-peristiwa
penting yang terjadi di lapangan.
. Pemeriksaan Keabsahan Data
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dengan pemeriksaan

keabsahan data sebagai berikut:
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1. Perpanjangan Keikutsertaan
Dalam hal ini, peneliti memiliki lebih banyak waktu untuk
penelitian di lapangan untuk membiasakan diri dan mendapatkan
kepercayaan dari informan untuk mengumpulkan data yang lebih
mendalam tentang penelitian ini.
2. Bahan Referensi yang Cukup
Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya
data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya
rekaman wawancara dan dokumen foto.
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap
diantaranya:
a. Pemeriksaan Data
Pemeriksaan data adalah proses pengecekan kembali hasil data
untuk melihat apakah ada data yang hilang atau membingungkan.
b. Penandaan Data
Penandaan data merupakan proses penandaan data melibatkan
peneliti yang menunjukkan jenis sumber data dengan tanda.
c. Kilasifikasi Data
Klasifikasi data merupakan proses mengklasifikasikan data dan

bahan data yang dikumpulkan ke dalam kelas-kelas yang serupa
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atau dianggap sebagai fenomena atau peristiwa hukum yang
serupa.

d. Sistematisasi Data
Sistematisasi data adalah proses pengumpulan data umum
kemudian mencari data khusus yang berkaitan dengan pokok
kajian yang diteliti.®®

2. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang didapatkan diolah dengan cara kualitatif

dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data
Reduksi data adalah  proses memilih,  memusatkan,
menyederhanakan, meringkas, dan mengubah data mentah
mengenai masalah penelitian. Reduksi atau pemadatan data akan
memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk
melakukan peneltian tambahan jika diperlukan.

b. Menampilkan Data
Menampilkan data adalah proses memadatkan data yang
dikumpulkan ke dalam format yang memudahkan untuk menarik
kesimpulan. Teks naratif yang digunakan untuk menyajikan data
dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti
menggabungkan data yang disusun secara terpadu dan mudah

dijangkau.

35 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 79.
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c. Penarik Kesimpulan
Penarik kesimpulan adalah proses menarik kesimpulan dari hasil
penelitian dan memastikan bahwa kesimpulan tersebut didukung

oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.*

% Samiaji Sarosa, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 3



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk Wanprestasi dalam Kasus Hutang Piutang Antara
Pihak Kreditur dan Debitur

Dilihat dari kasus wanprestasi yang terjadi bahwa bentuk
wanprestasi yang terjadi pada kasus hutang piutang tersebut adalah
wanprestasi berupa melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak
sebagaimana yang dijanjikan atau tidak sesuai dengan kesepakatan.
Dalam penelitian yang peneliti lakukan di Pengadilan Negeri Belopa
Kelas Il terhadap kasus wanprestasi yang diselesaikan di Pengadilan
yaitu wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang antara Pihak
Kreditur dan Pihak Debitur. Dalam kasus ini Debitur telah
menyebabkan wanprestasi dengan tidak memenuhi prestasinya sesuai
dengan kesepakatan di dalam perjanjian utang piutang antara Kreditur
dan Debitur.

Hutang piutang yang terjadi antara Kreditur dan Debitur
tersebut bahwa Debitur telah meminjam uang kepada Kreditur
dengan kesepakatan Debitur harus melunasi seluruh hutangnya
dengan jangka waktu 5 bulan terhitung sejak tanggal 16 September
2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022. Namun Debitur hanya
mengembalikan sebagian hutangnya, sehingga Kreditur pun
memberikan kesempatan kepada Debitur agar sisa hutangnya segera

dibayar namun karena Debitur mengabaikan kesempatan itu, akhirnya

42
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kreditur mengajukan gugatan atas kasus wanprestasi dalam perjanjian
hutang piutang tersebut ke Pengadilan Negeri Belopa Kelas Il dengan

nomor perkara: 1/Pdt.G.S/2022/PN BLP.

Tabel 4.1 Perhitungan Pembayaran Hutang Piutang

Tanggal Pemberian Debit Kredit Outstanding
Hutang Pokok
13 Februari 2016 Rp. 4.100.000 - Rp. 4.100.000
21 April 2016 Rp. 8.000.000 - Rp. 12.100.000
16 Oktober 2020 Rp. 50.000.000 - Rp. 62.100.000
21 September 2021 Rp. 30.000.000

Rp. 32.100.000

Mengenai berapa hutang yang harus dibayarkan debitur
kepada kreditur, majelis hakim berpegang kepada pengakuan dari
debitur yang mengatakan bahwa hutang yang masih tersisa pada
kreditur adalah Rp. 20.000.000, dan mengenai angka sebagaimana
tercantum dalam gugatan kreditur selama persidangan baik dari bukti-
bukti maupun saksinya kreditur tidaklah cukup kuat untuk saling
menguatkan dan tidak mampu membuktikan angka dimaksud maka
majelis hakim berpendapat wajar mengabulkan sebanyak yang diakui

debitur yaitu sebesar Rp.20.000.000.%

87 putusan PN BLP Nomor 1/Pdt.G.S/2022.



44

Dari kasus wanprestasi tersebut dapat diambil bahwa
seharusnya para pihak yang melakukan perjanjian memenuhi
prestasinya masing-masing dan jika prestasi tersebut tidak dipenuhi
maka pihak yang tidak memenuhi prestasinya tersebut dapat digugat
dengan gugatan wanprestasi.®

Berdasarkan wawancara oleh Bapak Imam Setyawan selaku
Hakim yang memutus perkara ini di Pengadilan Negeri Belopa Kelas
I1 menjelaskan bahwa:

“bahwa bentuk wanprestasi dalam kasus perjanjian hutang
piutang ini tergolong bentuk wanprestasi yaitu melakukan apa yang
dijanjikannya tetapi tidak sesuai kesepakatan yang dijanjikan
dikarenakan pihak kreditur telah memberikan jangka waktu pelunasan
hutang selama 5 (lima) bulan akan tetapi debitur hanya
mengembalikan sebagian hutang tersebut >.%°

Pernyataan tersebut didukung juga oleh pernyataan dari Aso
Abdul Rahim selaku Pengacara Penggugat:

“Dalam kasus ini pihak tergugat memiliki hutang terhadap
pihak penggugat dimana pihak tergugat awalnya berjanji untuk
melunaskan hutangnya selama 5 bulan akan tetapi pada saat waktu
pengembalian hutang pihak tergugat hanya membayar Sebagian
hutangnya dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan diawal°

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Pihak

Kreditur:

“bahwa saudara asrianto benar memiliki hutang kepada saya
dan sesuai kesepakatan kami bahwa hutang tersebut akan dibayarkan

38 Yenni Fitria, “Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Utang Piutang Wanprestasi By
Debtor In Receivable Debt Agreements”, Unes Journal Of Swara Justisia Vol 3 Issue 3,
Oktober 2019 (diakses 13/04/2023).

39 Wawancara imam setyawan (hakim pengadilan negeri belopa), 29 maret 2023

40 Aso Abdul Rahim, “Wawancara Pengacara Penggugat”, (Belopa,31 Maret 2023).
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semuanya setelah 5 bulan perjanjian tetapi saudara mengingkari
perjanjian tersebut” *

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Pihak Debitur:
“Iya memang saya memiliki utang kepada pihak penggugat
dan berjanji akan mengembalikannya akan tetapi pada saat waktu
pengembalian saya hanya mengembalikan sebagian dari uang yang
saya pinjam tidak sesuai janji diawal karena usaha toko campuran
saya yang berada di Makassar tidak berjalan dengan baik karena
pendapatan pokok saya juga ada di toko ini sehingga saya hanya bisa
mengembalikan Sebagian dari uang yang saya pinjam akan tetapi saya
sudah berusaha mengembalikannya dan akan berusaha melunasinya
dan untuk penghasilan saya biasa mendapatkan kurang lebih 20 juta
perbulannya tetapi karena keadaan toko saya yang sedang tidak
berjalan dengan baik jadi penghasilan saya ini menurun karena itu
saya tidak bisa mengembalikan semua uang yang saya pinjam 2
Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa penyebab terjadinya
wanprestasi diatas disebabkan karena tergugat memiliki usaha toko
campuran yang berada di makassar tetapi usaha tersebut tidak berjalan
dengan baik sehingga pendapatan dari tergugat pun juga menurun
dikarenakan penghasilan utama tergugat ada pada usaha toko tersebut
sehingga tergugat tidak dapat membayar hutangnya dan hanya
mengembalikan sebagian uang yang dipinjam dari pihak penggugat.
Dari hasil wawancara tersebut, bahwa bentuk wanprestasi
yang terjadi pada kasus ini dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya
perjanjian sesuai kesepakatan diawal karena kesalahan debitur baik
karena kesengajaan atau kelalaian ataupun dan pada dasarnya tidak

sesuai apa yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak, dimana

pihak tergugat tidak melakukan pengembalian hutang sesuai dengan

41 Rosi, “Wawancara Pihak Penggugat”, (Belopa, 1 April 2023).
42 Asrianto, “Wawancara Pihak Tergugat”, (Belopa, 1 April 2023).
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kesepakatan, maka hal ini dapat dikatakan telah terjadi cidera janji

(wanprestasi).

B. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS
WANPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang
saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal
dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk
mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan
apparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur
tercapainya suatu kepastian hukum.®

Sebelum hakim memutus suatu perkara, hakim terlebih dahulu
menimbang alat bukti atau saksi yang ada atau yang dihadirkan
dipersidangan. Pertimbangan Hakim adalah argument atau alasan
yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi
dasar sebelum memutus suatu perkara.
a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan
dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat

dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut adalah berupa kapan

43 Novita Listyyaningsih, “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian
Hutang Piutang Di Pengadilan Negeri Semarang”, (Universitas Islam Sultan Agung),
Skripsi, 2023.
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wanprestasi itu dilakukan oleh pihak tergugat, jawaban tergugat,
bukti-bukti yang telah terungkap didalam persidangan, serta para saksi
yang dihadirkan dalam persidangan.

Pada perkara putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN BLP, hakim
dalam pertimbangan yuridisnya melihat dan mengkaji alat bukti dan
saksi yang dihadirkan para pihak penggugat. Alat bukti tersebut
berupa bukti dengan ditandai P-1 sampai dengan P-2. Dimana alat
bukti surat tersebut yang setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya. Alat bukti surat yang diajukan
oleh Penggugat yaitu P-1 berupa fotokopi surat pernyataan perjanjian
antara kreditur dan debitur dan P-2 berupa fotokopi Kkuitansi
pembayaran sejumlah uang oleh debitur.

Bukti P-1 tersebut dapat diketahui bahwa pada tanggal 16
September 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat
perjanjian hutang piutang yang dikeluarkan oleh kantor desa
rantebelu.

Bukti P-2 tersebut dapat diketahui bahwa pada tanggal 21
September 2021 yang ditandatangani oleh tergugat dan diberi cap
jempol oleh penggugat, dimana tergugat telah menyerahkan Sebagian
uang yang dipinjam sebesar Rp.30.000.000,- kepada pihak kreditur.

Bukti P-1 dan P-2, maka penggugat telah dapat membuktikan
dalil gugatannya yaitu benar pada tanggal 16 September 2021 antara

Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Hutang Piutang,
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dimana Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,-
kepada tergugat dengan jangka waktu 5 bulan terhitung sejak tanggal
16 September 2021 sampai dengan 16 Februari 2022.

b. Pertimbangan Non yuridis

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan
ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau
peraturannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan
non-yuridis adalah latar belakang dari tergugat, akibat perbuatan
tergugat, kondisi diri tergugat serta alasan tergugat telah melakukan
wanprestasi.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis dalam perkara tersebut,
penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan
sebagai berikut:

1) Pada tanggal 16 September 2021 antara Penggugat dan

Tergugat telah terjadi Perjanjian Hutang Piutang

2) Pada saat jatuh tempo Tergugat tidak dapat membayar semua

uang yang dipinjam

3) Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat

agar dapat mengembalikan semua uang yang dipinjam

4) Akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami

kerugian.
Pertimbangan hakim karena Tergugat belum melunasi semua

hutangnya tersebut maka beralasan untuk mengabulkan tuntutan
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Penggugat yaitu untuk dinyatakan lalai akan kewajibannya sebagai
perbuatan wanprestasi, maka beralasan untuk mengabulkan tuntutan
Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kepada
Penggugat secara tunai sebesar Rp. 20.000.000.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka beralasan untuk
menyatakan gugatan penggugat dikabulkan untuk Sebagian dan
menolak untuk selebihnya. Gugatan penggugat dikabulkan Sebagian,
maka tergugat adalah pihak yang kalah, yang oleh karena itu beralasan
untuk menghukum tergugat membayar biaya perkara dalam perkara
ini.

Pasal 1313 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian
mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.
Artinya, dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari
suatu orang atau lebih kepada satu orang atau lebih. Setiap perjanjian
yang sah akan mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum
dimana para pihak harus memenuhi kewajiban yang tercantum dalam
perjanjian, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban
tersebut akan dikatakan wanprestasi. Salah satu pihak yang melakukan
wanprestasi harus mendapatkan sanksi yang tegas, karena tentunya
pihak lain akan merasa dirugikan, seperti halnya yang terjadi pada

kasus diatas.
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C. TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
WANPRESTASI

Perjanjian adalah suatu perisitwa yang terjadi ketika para
pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Ada dua
istilah dalam al-Qur’an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-
‘aqgdu (akad) dan al-‘ehdu (janji). Dikatakan ikatan (al-rabht)
maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali
dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya
bersambung dan menjadi seutas tali. Adapun istilah al- ‘ahdu dapat
disamakan dengan istilah perjanjian, yaitu suatu pernyataan dari
seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang
tidak berkaitan dengan orang lain.** Yang berlandaskan firman Allah
SWT

Q.S Al-Imran (3):76

L <

- W TP 8 e @z ade - .717./6’,
Ol oy Al (8 a5 3 (83 (b D
Terjemahan:
“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji

(yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah

menyukai orang-orang yang bertakwa”.*®

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa ingkar janji adalah

perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Termasuk di dalamnya

4 Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah Dalam
Penerapan Salam Dan Istisna”, Jurnal Hukum Dictum Vol 14 No 2 Desember 2016:266,
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/237 ,(Diakses 16/04/2023).

4 Kementrian Agama Republic Indonesia, Alguran Dan Terjemahnya (Jakarta: Kamila Jaya
IImu Jakarta, 2016), 80
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adalah berhutang kepada seseorang baik berupa uang ataupun barang,
dimana orang yang berhutang harus membayar hutang tersebut orang
yang memberikan hutang tersebut disebut kreditur, dan hal itu harus
diselesaikan dengan benar, dalam artian bahwa hutang harus dilunasi
atau dibayar. Jika dalam suatu perjanjian tentang waktu pelaksanaan

prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi.

Kata akad secara terminologi fikih adalah perikatan antara ijab
(penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan
syara’. Kata kontrak yang dimaksud adalah terjemahan dari kata
‘uqud bentuk jama’ dari kata akad yang berarti mengikat, perjanjian
atau kontrak. Dengan demikian perjanjian dalam bahasa arab disebut
akad, yaitu suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang
dibenarkan syariah yang berakibat adanya akibat hukum pada
objeknya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
pengertian akad tersebut didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua
pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan

hukum tertentu.*®

Sehingga dalam pelaksanaan sebuah akad perlu diperhatikan
rukun dan syarat akad, dimana rukun merupakan hal yang harus
dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum islam. Rukun adalah

suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu

46 11if Hanifur Rizal, Skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Dalam
Produk Arum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Jokotole Pamekasan,
Etheses.lainmadura.Ac.Id,( Diakses 16/04/2023;13.44).t
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perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.
Bahwa dalam perjanjian hutang piutang hukum islam mengemukakan
bahwa suatu perikatan yang timbul dari suatu akad adalah wajib.
Maksudnya adalah akad harus dilaksanakan sebagaimana apa yang
dikehendaki oleh isi di dalamnya karena memenuhi perjanjian itu
adalah wajib.*’

Q.S Al-Maidah (5):1

&

Sl 1A st Call 0

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu .

Dalam Q.S Al-Maidah (5):1 yang tertera menjelaskan bahwa
akad atau perjanjian itu termasuk janji setia kepada Allah, dan juga
meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia
dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Kaitannya dengan perjanjian
yang tidak terpenuhi sebagaimana yang disebut dengan wanprestasi
atau ingkar janji, terdapat asas atau kaidah yang menjadi dasar hukum
islam terhadap keadaan yang memberatkan salah satu pihak dalam
memenuhi perjanjian, seperti yang terdapat dalam kaidah inti
mengatakan “kerugian harus dihilangkan” (Adh-dhararu yuzal).

Berdasarkan penjelasan terkait perjanjian atau akad, maka

perjanjian hutang piutang yang dilakukan antara pihak kreditur dan

47 Muh. Rizki Nopiandi, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Hewan Ternak
Perspektitf Hukum Ekonomi Syariah”, (Universitas Islam Negeri Mataram), Skripsi, 2020.

48 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kamila
Jaya llmu Jakarta, 2016), 49.
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debitur merupakan bentuk bermuamalah dengan tujuan untuk
memenuhi kebutuhannya. Perjanjian yang sudah dilakukan antara
kedua pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya dimana pihak
debitur akan membayar hutang sebagaimana yang telah diperjanjikan.
Bahwa debitur pernah meminjam uang kepada kreditur akan tetapi
hanya dapat mengembalikan sebagian dari uang yang dipinjam yang
tidak sesuai perjanjian awal sebagaimana yang diakadkan.
Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa ingkar janji pada transaksi
hutang piutang ini masih sering terjadi di lingkungan masyarakat
sekitar, akan tetapi pihak yang berhutang tetap berusaha membayar
atau melunasi hutangnya walaupun hanya sebagian saja yang
dikembalikan. Akan tetapi hal semacam ini tetap dikategorikan
sebagai wanprestasi, sebagaimana yang dijelaskan R. Subekti,
wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4
macam, Vaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan
dilakukannya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak
sebagaimana mestinya, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi
terlambat, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.*°
Jadi sesuai penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa
praktik yang dilakukan antara kreditur dan debitur tetap digolongkan
ke dalam wanprestasi karena tidak memenubhi isi dari perjanjian yang

telah dibuatnya sebagaimana yang telah disebutkan bahwa, agar suatu

4 Dr. H. M. Hatta Ali, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah
Hukum”, (Jakarta, Prenadamedia Group,2018), 108.
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perjanjian dapat dikatakan terjadi atau ada maka ada beberapa rukun
dan syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah:
1. ‘Agid adalah orang yang berakad
2. Ma’qud ‘alaih adalah benda-benda yang diakadkan
3. Sighat al-aqd adalah ijab dan Kabul

Adapun syarat dari suatu akad atau perjanjian diantaranya
adalah:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak
sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang
gila, orang yang berada dibawah pengampuan.

2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya

3. Akad itu diizinkan oleh syara’.

Adapun dalam perjanjian hutang piutan yang dilakukan oleh
kreditur dan debitur rukun dan syarat sudah terpenuhi diantaranya
adalah bai’ atau pihak yang berakad adalah kreditur dengan debitur
dan Ma’qud ‘alaih adalah benda-benda yang diakadkan yaitu uang.*°

Dalam penelaahan atas kajian wanprestasi tersebut, Hukum
Ekonomi Syariah dinilai dari dasar ekonomi islam dalam kajian asas
ekonomi islam. Secara khusus asas ekonomi sebagai telaah atas studi
ini dalam asas yang tidak berakibat hukum dan juga bersifat umum
yaitu asas illahiah, asas kebebasan (Al-hurriyah), asas persamaan atau

kesetaraan (Al-musawah), asas keadilan (Al-adalah), asas kerelaan

%0 Titik Triwullan Tutik, “Hukum Perdata Dalam Dalam Sistem Hukum Nasional”, (Jakarta,
Prenadamedia Group),130.
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(Al-ridho), penjelasan atas hal tersebut sebagaimana dideskripsikan

sebagai berikut:

1. Asas ilahiah atau asas tauhid

Keterkaitan asas ilahiah ini dengan kasus Nomor 1/Pdt.G.S/2022

yang sedang diteliti terletak pada prinsip dasar perjanjian atau akad,
sama halnya dengan perjanjian hutang piutang dalam pembuatan
perjanjian dan tentunya tidak ada paksaan di dalamnya. Serta
mengedepankan ketauhidan kepada  Allah SWT dan
mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dibuat. Setiap
tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan
Allah SWT

Q.S. Al-Hadid (57): 4

55 s&aa G L 2K a0 Ly (slad

Fo -
‘)a,.

Terjemahan:

“Dia Bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah

maha melihat apa yang kamu kerjakan .t

Kegiatan mua’'malah termasuk perbuatan perjanjian, tidak
pernah akan lepas dari nilai-nilali ketauhidan. Dengan demikian
manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab

kepada Masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung

51 Kementrian Agama Reublik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahan Surah Al-Hadid 57:4
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jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.
Akibat penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak
hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah
SWT.

. Asas kebebasan (Al-hurriyah)

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadinya
saling menzalimi antara sesama manusia melalui perjanjian yang telah
disepakati, guna menghindari semua bentuk pemaksaan (ikrah).

Keterkaitan asas kebebasan pada kasus nomor 1/Pdt.G.S/2022
dilihat dalam segi akad perjanjian, dimana para pihak yang akan
berakad dapat bebas menggunakan aspek, objek, syarat, dan bentuk
dalam melakukan perjanjian hutang piutang sehingga akad perjanjian
dapat dilaksanakan dan bersifat mengikat para pihak untuk
melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut.

. Asas persamaan dan kesetaraan (Al-musawah)

Dalam asas persamaan dan kesetaraan ini memiliki keterkaitan
dengan kasus nomor 1/Pdt.G.S/2022 dinilai dari aspek kesetaraan pihak
yang membuat perjanjian harus memenuhi hak dan kewajiban yang
telah tertuang dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati para
pihak, namun dalam konteks realitanya pemenuhan asas persamaan dan
kesetaraan tidak dipenuhi maksimal sehingga terjadi wanprestasi atau

ingkar janji dalam perjanjian hutang piutang pada kasus ini.
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Hubungan mu’amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan
dari yang lainnya. Oleh karena itu, sesame manusia masing-masing
memiliki kelebihan dan kekurangan yang lain dari kelebihan yang
dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan
kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan
kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan
dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-
bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat, dan ras.

Q.S Al-Hujurat (49): 13

b ol ) KL g & Bl il sl
Jid 5 159l
Terjemahan:
“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang Perempuan Perempuan dan

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya
kamu saling mengenal >

. Asas keadilan (Al- ‘adalah)

Hubungan asas keadilan dalam penelitian ini yaitu memperhatikan
keadilan pada setiap pihak yang berakad dalam perjanjian hutang
piutang tanpa adanya perbedaan kepentingan. Sehingga pelaksanaan
asas keadilan tersebut dituangkan di dalam perjanjian yang berlaku dan
memuat kehendak serta keadaan dari setiap pihak dengan

memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam perjanjian.

52 Kementrian Agama Reublik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan Surah Al- Hujurat

49:13
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Q.S Al-Hadid (57): 25

o5t 128 oF (<18 s Lu % RN /‘:~°" TR
aal Gl Gl el Wy agaa CaiSll () aall 5 2 el
2 @y o wi?
Sl alally

Terjemahan:
“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan

membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan Bersama

mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat

melaksanakan keadilan”.>®

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk
berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan,
memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua
kewajibannya.

5. Asas tertulis (Al-kitabah)

Hubungan asas tertulis atau Al-kitabah dengan penelitian ini
terletak pada pencatatan perjanjian yang dituangkan dalam kontrak
yang memuat ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak
kreditur dan debitur yang melakukan kesepakatan. Suatu perjanjian
hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat

bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.

%3 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan Surah Al-Hadid 57:25
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Q.S Al-Bagarah (2):282

Wl Gl T5as 13 glod iy G Jal

3
z

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu
menuliskannya">*

Berdasarkan Q.S Al-Bagarah yang tertera menjelaskan bahwa
Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian
dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan
tanggungjawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi
saksi tersebut. Selain itu, dianjurkan pula jika suatu perjanjian
dilaksanakan tidak secara tunaimaka dapat dipegang suatu benda
sebagai jaminan. Dalam hukum perdata surat dapat dijadikan alat bukti
jika terjadi wanprestasi dan perjanjian tersebut memiliki kekuatan
hukum.

Asas Kejujuran dan Kebebasan (Ash Shidiq)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan
merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para
pihak. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat

bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi Masyarakat dan

% Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahan Surah Al-Bagarah

2:282
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lingkungannya sedangkan perjanjian yang mendatangkan mudharat
dilarang.

Q.S Al-Ahzab (33):70

Terjemahan:

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan

katakanlah perkataan yang benar”.>

7. Asas Itikad baik (Asas Kepercayaan)
Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata
Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.
Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu
perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi

berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang tengah serta kemauan

baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

Berdasarkan asas-asas yang telah dijelaskan diatas dalam kasus
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN BLP telah melanggar asas tertulis karena
tergugat tidak menepati janji yang telah disepakati di dalam perjanjian
diantara kedua belah pihak dimana dalam perjanjian, islam menunjukkan
akan pemenuhan kewajiban terhadap janji tersebut sangatlah diperlukan,
mengingat adanya individu maupun kelompok yang terlibat di dalamnya
dan penerapan kepercayaan terhadap orang lain cukup diperlukan. janjinya

sendiri.

%5 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahan Surah Al-Ahzab 33:70



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan mengenai
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Perjanjian
Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022 PN BLP),
peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan
perjanjian. Dimana para pihak terkadang melakukan wanprestasi
berupa telat membayar apa yang telah diperjanjikan atau
melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang
dijanjikan sehingga mengakibatkan kerugian kepada salah satu
pihak. Dengan adanya kerugian tersebut pihak yang dirugikan
dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diterima.

2. Bentuk wanprestasi dalam kasus nomor 1/Pdt.G.S/2022 vyaitu
bentuk wanprestasi melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi
tidak sebagaimana yang dijanjikan. Dalam hal ini, dimana pihak
tergugat tidak menepati janji sesuai kesepakatan yang telah
dijanjikan sejak awal dan perjanjian yang dilakukan pihak
penggugat dan tergugat merupakan kesepakatan yang harus
dilakukan oleh kedua belah pihak

3. Tinjauan hukum ekonomi Syariah dalam kasus nomor

1/Pdt.G.S/2022 terhadap wanprestasi yang terjadi yaitu amatlah
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melenceng dari asas-asas atau hukum islam. Islam tidak
memperbolehkan melakukan sebuah wanprestasi atau ingkar janji,
namun pihak tergugat melakukan ingkar janji dalam suatu
perjanjian, akibatnya dari salah satu pihak ada yang merasa

dirugikan.

B. SARAN

1.

Bagi Majelis Hakim agar lebih melihat potensi penghasilan
tergugat pada ratio decidendi putusan dari tergugat setelah terjadi
eksekusi putusan agar tidak terjadi lagi wanprestasi.

Sebaiknya untuk mencegah terjadinya wanprestasi yang
dilakukan oleh para pihak harus mengetahui betul isi perjanjian
dan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk tidak
menciderai perjanjian yang telah disepakati tersebut dan
melakukan penjadwalan utang kembali serta membuat addendum
perjanjian di notaris.

Bahwa untuk utang yang nominalnya diatas 50 juta agar dibuat
dengan akta autentik dan apabila terjadi wanprestasi diajukan
gugatan sederhana untuk perkara dibawah 500 juta agar proses

beracara lebih ringkas karena memakai hakim tunggal.
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LAMPIRAN IX

Salinan Putusan Kasus Nomor 1/Pdt.G.S/2022

PUTUSAN
Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara
gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama,
putusan sebagai bernkut dalam perkara:

telah menjatuhkan

. Penggugat

Nama :  Rosi Binti H. Maming:

Tempat/Tanggal Lahir : Batulotong/7 September 1990;

Tempat tinggal . Dusun Batulotong, Desa Rantebelu,
Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu,
Provinsi Sulawesi Selatan;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Dalam bhal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu Aso Abdul Rahim,
S.H., Ratsumiati K, S.H., M.H., dan Andi Baso Juli, S.H., masing-masing
adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat &
Pengacara Aso Abdul Rahim, S.H. & Associate Attorney Lembaga Bantuan
Hukum TIPRI (LBH-TIPRI), beralamat di Jalan H. Andi Pangeran Blok F No.
1 Puri Permata Senga, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten
Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
17 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Belopa dengan register Nomor 11/SK/Pdt/2022/PN Blp tanggal 21 Maret
2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN
Il. Tergugat

Nama Asrianto Bin Saing Has;

Batulotong/7 Agustus 1990;

Batulotong, Rt/Rw 003/001 Kel /Desa
Rantebelu, Kecamatan

Tempat/Tanggal Lahir
Tempat tinggal

Larompong,
Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi
Selatan;
Jenis Kelamin . Laki-Laki;
Pekerjaan Pedagang,

Halaman 1 dan 30 Putusan Nomor 15t G S2022PN Bip
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Dalam hal int didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu H Hasan Basn & H
bertempat tinggal di Batulotong Kelurahan Rantebelu

Kecamatan
Larompong, Kabupaten Luwu Provins:

Sulawesi Selatan Advokat yang

berkantor pada Kantor Hukum H Hasan Basn S H & Rekan berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Aprnl 2022 yang

telanh ddaftarkan o
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa

dengan register Nomaor
16/SK/PdV/2022/PN Blp tanggal 11 April 2022 untuk selanutnya disebut
sebagai Tergugat:
Pengadilan Negern tersebut,
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara
TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18
Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadian Negen
Belopa pada tanggal 21 Maret 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt G S/2022/PN
Blp telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berkut
1. Bahwa, pada tanggal 16 September 2021 diketahui oleh Pemerintah Desa

Rantebelu yaitu Kepala Desa Rantebelu sesuai nomor regsstras:

217/KL/RB/IX/2021, tergugat membuat surat pernyataan yang inti pokoknya

meminjam uang Rp. 50.000.000,- (ma puluh juta rupiah) selanjutnya pada

tanggal 21 September 2021 tergugat mengembalikan sebagian Rp

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada penggugat,

Bahwa, selain tergugat meminjam uang Rp 50.000 000.- (ima puluh juta
rupiah) tergugat juga mempunyai hutang kepada penggugat diantaranya
sebagai berikut:

a Tergugat telah dibayarkan oleh penggugat Rp 4 100 000 - (empat juta

seratus nbu rupiah) berupa kredit motor metikk warna hitam sampai
sekarang motor tersebut dikuasai dan dipergunakan oleh tergugat.
Tergugat telah dibayarkan oleh penggugat Rp 5 000 000 - (ma juta
rupiah) berupa perahu ikan beserta biaya perbakan mesin perahu ikan
tersebut Rp 3 000 000,- (tga juta rupiah) sehingga total Rp 8 000 000 -
(delapan juta rupiah) selanjutnya sampai dengan sekarang perahu ikan
tersebul dikuasai dan dipergunakan serta dyual oleh tergugat.

Bahwa Penggugat sangat memilki rasa tanggung jawab kekeluargaan
sehingga memberikan kesempatan kepada Tergugat yang sudah secara
langsung dan berulang kal disampaikan kepada pihak Tergugatl agar uang
Rp 20 000.000.- {dua puluh juta ruprah). Rp 4 100 000 - (ampat juta seratus

Halaman 2 gan 2Q Putusan Nomor 1Ot G S20227w B1p
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ribu rupiah). dan Rp.8.000 000.- (delapan juta rupiah) jumiah keseluruhan
Rp 32.100 000,- (tiga puluh dua juta seratus nbu rupiah) tersebut dapat
diselesaikan lewat kekeluargaan, namun sampai sekarang 1in1 Tergugat
sama sekali mengabaikan sehingga Pengugat mengambil langkah serius
berupa membuat laporan pengaduan tertanggal 21 Februari 2022 di polres
luwu yang tujuan utamanya adalah diselesaikan dengan baik;

Bahwa akibat tindakan dari Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian
materiil sesuai dalam surat pernyataan sebanyak Rp.32.100.000,- (tiga
puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat merasa sangat
dipermalukan dan mengalami tekanan bathin yang luar biasa karena
menjadi bahan cerita di desa tempat tinggal Penggugat sekarang yaitu di
Dusun Batulotong, Desa Rantebelu, Kecamatan Larompong, Kabupaten

Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan seolah olah Penggugat sangat dibodochi,

oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian immaterial yang apabila

diukur dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (ma puluh juta rupiah) yang

harus dibayar oleh Tergugat, secara tanggung renteng;

Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut,

dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat. maka dengan ini

Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Belopa menyatakan
bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi:

Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan
lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi
maupun verzet;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa untuk menetapkan uang
paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari
yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini
yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam
perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan
hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Belopa berkenan memutuskan.
PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

Halaman 3 dan 30 Putusan Nomor 1./Fat G S2022,N: Bip
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2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piuta

;JJ_:'J

antara penggugat dan tergugat (surat pernyataan nomor
217/KL/RB/IX/2021 tertanggal 16 September 2021),

i b
registras

3. Menetapkan bahwa tergugat melakukan perbuatan wanpre
tidak dilaksanakan prestasi atas
perjanjian/pernyataan;

stasi dengan
kewajibannya sesua

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tuna: dan
seketika kepada Penggugat yaitu kerugian materiil sesuai dalam surat
pernyataan dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.32.100.000- (tiga
puluh dua juta seratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk menganti kerugian immaterial yang apabila
diukur dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (fima puluh juta rupiah) yang
harus dibayar oleh Tergugat, secara tanggung renteng;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij
voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding maupun kasasi:

8. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari yang
harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang
telah berkekuatan hukum tetap;

SUBSIDAIR

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adiinya menurut hukum yang
baik dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat
telah datang menghadap prinsipalnya dengan didampingi oleh Kuasa
Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir maupun menyuruh kuasanya untuk
hadir di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari sidang berikutnya, Penggugat telah
datang menghadap prinsipalnya dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya,
sedangkan Tergugat hadir sendiri prinsipalnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara
para pihak, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan

dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oaleh
Penggugat;
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Menimbang bahwa pada han sidang berikutnya, Penggugat dan
Tergugat telah datang menghadap prinsipainya dengan didamping oleh Kuasa
Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah
mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut
A. DALAM EKSEPSI

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang
diakui secara Cegas dan terperinci serta Tidak merugikan
kepentingan Hak/Hukum tergugat;

2. Bahwa wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (breach of
contract), secara etimologis berasal dari bahasa Belanda, yang
artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang
berutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Sehingga jelas, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang

tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh

debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah
diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut
perjanjian tidak boleh dilakukan;

3. Bahwa gugatan Penggugat premature Alasan hukumnya

Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi tapi belum pernah
memberikan somasi kepada tergugat terlebih dahulu padahal
menurut ketentuan, sebelum mengajukan gugatan wanprestasi
debitur terlebih dahulu melayangkan Somasi, hal tersebut diatur
dalam pasal 128 kitab undang-undang Hukum Perdata
(KUHperdata), Berbunyi:
“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta
sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu
bila perikatan ini mengakibatkan debitar harus dianggap lalai
dengan lewatnya waktu yang di tentukan”;
Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum _
Perdata (“KUHPerdata”) berbunyi: “Semua persetujuan yang
dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan
itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan
kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan
oleh undanq-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan
itikad baik™;
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Bahwa penggugat membuatkan perjanjian yang dimana tergugat
tidak memahami isi perjanjian tersebut karena perjanjian sudah
diketik tanpa memberikan kesempatan untuk mengoreksi isi
perjanjian tersebut lalu disodokan untuk ditandatangani dan
perjanjian hanya selembar saja dipegang oleh penggugat tanpa
memberikan selembar berupa asli maupun bentuk Copy pada
tergugat;
Dari rumusan Pasal 1238 KUHperdata di atas dapat diketahui
bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau
cedera janji yaitu dalam hal ditetapkan suatu waktu didalam
perjanjian, sehingga gugatan tidak Dapat Diterima;
Bahwa gugatan penggugat Error in persona; Yahya Harahap
dalam bukunya Hukum Acara perdata: persidangan, penyitaan,
pembuktian dan putusan pengadilan (hal.11 1) menjelaskan bahwa
cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak
sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat
dikualifikasi Mengandung error in persona:;

Bahwa gugatan penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis

Consortium) Alasan Hukumnya:

1) Bahwa Tergugat Menikah di tahun 2012 berdasarkan Akta
Nikah dari Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan
Larompong Kabupaten Luwu Tanggal 15 Mei 2018
Nomor:215/01/X11/2012. Dan berpisah atau resmi cerai pada
tanggal 7 Januari 2022 bertepatan dengan Tanggal 3 Jumadil
akhir1443 H, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Belopa
No. 633/Pdt.G/2021/PA.Blp adapun pinjaman uang Untuk
Modal Usaha diberikan pada Sulfiani binti Syukur/ istri
Tergugat pada bulan Oktober 2020; sehingga dengan tidak
menarik Sulfiani binti Syukur/ mantan Istri tergugat dalam
perkara ini sehingga sangat jelas kurang pihak (Plurium
Litis Consortium);

2) Bahwa dalil poin 2 bagian b halaman 3 penggugat mendalilkan
tergugat telah menjual perahu ikan, sehingga dengan tidak
menarik pembeli Perahu yang dimaksud (tergugat) harus
dinyatakan tidak daapt diterima, kurang pihak (Plurium Litis
Consortium), Putusan MA-RI no,2438.k/sip/1980;
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Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Gugatan penggugat
tidak memenuhi syarat formil, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu
gugatan Cacat Formil maka beralasan dan berdasar Hukum
apabila Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima NO (Niet Onvankelijg
Verklaard),

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

8. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang
diakui secara tegas dan terperinci serta Tidak merugikan
kepentingan Hak/Hukum tergugat;

9. Bahwa apa yang termuat dalam bagian eksepsi adalah merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang termuat
dalam pokok perkara;

10. Bahwa dalil pengugat pada poin 1 halaman 3 mendalilkan tergugat
membuat surat pengakuan hutang sangat mengada-ada yang jauh
dari Fakta kebenaran karena sangat bertentangan dengan hati
nurani Tergugat karena alasan hukumnya penggugatiah yang ke
kantor desa membuatkan surat pengakuan hutang, di mana fakta
sebenarnya Tergugat tidak pernah menerima uang pada
Penggugat, tetapi penggugat memberikan uang tersebut pada
Mantan istri Tergugat yang bernama Sulfiani (cucu penggugat);

11. Bahwa tergugat perlu meluruskan sedikit awal permasalahan yang
ada kaitannya dengan Pengakuan hutang tersebut, bahwa pada
tahun 2020 di makassar tergugat bersama istri menjalankan usaha
toko campuran dan pada tahun 2021 tergugat dan Sulfiani (mantan
istri tergugat) ada pertengkaran kecil sehingga Sulfiani pamit
pulang kampung dan diijinkan oleh tergugat;

Selanjutnya, komunikasi lancer setiap hari sekitar seminggu
kernudian sulfiani membujuk tergugat melalui Telpon untuk
dibuatkan perjanjian terkait uang yang dipinjam Sulfiani (istri

tergugat) pada Penggugat senilai Rp50.000.000; (lima puluh juta
Rupiah);

12. Bahwa pada tanggal 16 September 2021 tergugat dipanggil ke

Kantor Desa Rantebelu kec. larompong kab. luwu, Sulfiani (cucu
penggugat) selaku peminjam uang bhadir dalam pertemuan
tersebut, sehingga dibuatkan Selembar Pengakuan Hutang oleh
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aparat Desa atas keinginan Penggugat dan pengakuan Hutang
selembar tersebut dipegang oleh penggugat tanpa memberikan
selembar berupa asli maupun bentuk Copy pada tergugat,

Bahwa tergugat mulai merasa Goyah, kalut dan bingung untuk
mengambil keputusan sehingga istri memberikan solus: agar
memasukkan Sertifikat tanah milik tergugat, pada tanggal 20
september 2021 tergugat bersama istri ke Bank BRI Unit
Larompong Mencairkan uang senilai Rp50.000.000: (Lima puluh
lima juta Rupiah); namun yang bisa ditarik hanya Rp45.000.000;
(empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa keesokan harinya setelah atau 5 hari dari kantor desa yaitu
tepatnya pada hari selasa tanggal 21 september 2022 Mediasi
pembayaran hutang Istri tergugat yang diantarkan oleh saudara
kandung dari tergugat bernama Ukkas membawa uang senilai
Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), dilakukan dirumah kepala
Desa Rantebelu Pak Musriadi selaku Mediator;

Bahwa adapun sisah pengambilan dari Bank Bri Rp15.000.000
(lima belas juta rupiah) dipakai memodali kembali usaha di
Makassar dengan ijin Sulfiani (mantan istri), walaupun dua bulan
kemudian istri menikah lagi tanpa sepengetahuan atau tanpa
perceraian dari Suami yang sah pada bulan 12 Desember 2021,
dan setelah menikah barulah melakukan gugatan cerai di
Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 22 Desember 2021 dan
putusan pada tanggal 7 januari 2022, sehingga berhak untuk
laporkan dipolres Belopa pada 21 Desember 2022
No:SPKT/2860/XI1/21;

Bahwa memutuskan berutang tanpa sepengetahuan pihak satu
sama lain, maka utang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung
jawabnya sendiri (Pasal 93 ayat 1 KHI) Utang itu secara otomatis
tidak bisa dibebankan kepada pasangan ataupun dilunasi dengan
harta bersama (gono-gini);

Bahwa “apabila masih terdapat utang setelah perceraian,
seperti utang KPR dan kredit yang digunakan demi
kepentingan bersama atau keluarga, maka pelunasannya
menjadi tanggung jawab mantan suami-istri atau dapat
dibebankan kepada harta bersama (Pasal 93 ayat 2 KHI)"
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18 Dalam yunsprudens: ‘Cerai Tidak Menghapus Utang’ tanggal &

September 2008, MA membuat  keputusan bahwa ‘MA
berpendapat utang yang dibuat oleh para pihak pada saat
perkawinan sedang berlangsung, maka hutang tersebut
menjadi beban dan tangqung javab bersama, sehingga sita
Jaminan terhadap harta bersama
berharga’;

(gono-gini) adalah sah dan

19. Bahwa Asas kemitraan ini dipakai pula menyangkut kepemilikan
harta dan hutang yang diperoleh selama perkawinan Dalam UU
Perkawinan, terdapat ketentuan yang mengatur mengenar Harta
Bersama, yakni harta milik bersama antara suami dan istn yang
dihasilkan selama hidup dalam perkawinan. Harta Bersama iru
dibedakan dari Harta Bawaan yang mana harta bawaan berupa
harta yang diperoleh masing-masing pihak sebelum perkawinan
termasuk warisan, hadiah atau sodaqah dan dalam UU
Perkawinan maupun dalam KHI. ditetapkan bahwa “jika terjadi
perceraian maka harta bersama dan Hutang akan dibagi
secara adirl’;

20. Bahwa gugatan penggugat pada poin 2 bagian a dan b halaman 3,
sangat mengada-ada dan tidak benar adanya alasan hukumnya
a. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat pada poin 2 bagian

a sangat tidak jelas (kabur) patut dikesampingkan,

b. Bahwa pada poin 2 bagian b sangat tidak benar karena pada
Faktanya tergugat pada saat itu ingin membuat perahu tetaps
modal tidak mencukupi karena tergugat hanya bermodal
sebesar Rp3.500.000; (tiga juta lima ratus nbu rupiah) Bahwa
biaya dibutuhkan untuk membuat perahu lebih dan itu, adapun
uang yang dimaksud bukanlah berupa pimjaman karena pada
saat itu hanya uang tambahan untuk membantu saa yang
dibenkan dan mantan Istn tergugat bemama Sulfiani dan
tergugat tidak pernah merasa meminjam pada penggugat

c. Bahwa penggugat ingin menyembunyikan kebenaran dengan
membalikkan fakta sesungguhnya yang sangat bertentangan
dengan hukum karena Dan setelah tergugat menguasai
tersebut selama 6 bulan, tergugat dan sulfiam tinggal di depan

rumah penggugat dimana rumah tu juga mik penggugat
kemudian bertengkar dengan Istn Tergugat dimana tergugsat tak
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mengetahui secara pasti apa permasalahannya sehingga

tergugat bersama Istrinya (sulfiani) diusir dan rumah terebut dan
kemudian penggugat meminta modal untuk pembuatan perahu,
tergugat merasa kaget karena setahuy tergugat itu hany
tambahan darn Istri tergugat,

a uang
kemudian tergugat membawa
perahu tersebut naik kesungai kecil dimana dekat rumah
penggugat dan tergugat agar tergugat bisa memperbaiki rumah
yang akan di tempati, alangkah kagetnya tergugat, saat perahu
tersebut dipakai jumardi dan kejadian tersebut pada tahun
2016, kemudian tergugat bertemu dengan Jumardi menanyakan
perahu tersebut, dan keterangan jumardi bahwa perahu
tersebut dibeli dari penggugat/Rosi, setelah diketahui telah
dijual penggugat berusaha memberikan tergugat RpS5S00,000;
(lima ratus ribu rupiah) tapi ditolak dengan alasan kecewa
karena menjual perahu tanpa sepengetahuan tergugat:
Bahwa gugatan penggugat Poin 3 halaman 3 mendalilkan telah
sudah berulang kali menyampaikan secara langsung kepada
tergugat sehingga telah melakukan pengaduan tertanggal 21
Februari 2022 Dipolres luwu dengan tujuan penyelesaian dengan
baik, sangat tidak benar mangada-ada karena pada faktanya
penggugat tidak pernah menyampaikan secara lisan maupun
teguran secara tertulis (somasi) dan terkait motor dan perahu baru
diketahui tergugat saat gugatan tersebut diteima dari Pengadilan
Negeri Belopa melalui Juru sita;
Bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi tanpa
memberikan somasi lebih awal kepada tergugat. menurut
ketentuan, sebelum mengajukan gugatan wanprestasi debitur
terlebih dahulu melayangkan Somasi, hal tersebut diatur dalam
pasal 128 kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
Berbunyi:
“Debitur dinyatakan lalai dengan surat pernintah, atau dengan akta
sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dan pernkatan sendin. yailtu
bila penkatan ini mengakibatkan debitur harus danggap lalai
dengan lewatnya waktu yang tentukan”,
Bahwa Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (“KUHPerdata™) berbunyr. “Semua persetuyjuan yang
dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagal undang-
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undang bagi mereka yang nembuatnya Persetuuan itu tidak dapat

ditank kembal selain dengan kesepakatan kedua belah pithak. atau

karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang
Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad bak".

24 Bahwa Tergugat Juga membantah dan menclak sera sangat

keberatan atas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, 5, 6,

7, 8 dan angka 9 karena lagi-lagi dalil gugatan Penggugat tersebut
tidak berdasar hukum; Alasan Hukurnnya:

25. Bahwa Tergugat tidak pernah mendapatkan surat pernyataan

maupun copyan hanya dipegang sepihak oleh penggugat dan juga
dengan surat pernyataan tersebut hanya membebankan kepada
tergugat saja tanpa melibatkan Mantan istri tergugat sehingga surat
pernyataan tersebut tidak sah menurut hukum:;

Bahwa oleh karena itu, maka dalam perkara ini tidak ada dasar
hukum yang dapat dijadikan dalil oleh Penggugat untuk
menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan
wanprestasi, demikian juga tidak ada dasar hukum yang dapat
dijadikan alasan oleh Penggugat untuk menuntut ganti rugi Materiil
maupun immaterial kepada Tergugat, karena Tergugat tidak pernah
melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil-dali gugatan

26.

Penggugat tersebut di atas harus dinyatakan ditolak dan
dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet
onvankelijke verklaard),
DALAM REKONVENSI
27. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga

dimasukkan dalam rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang
tidak terpisahkan;

28. Bahwa Penggugat Rekonvensi secara fakta adalah pemilik perahu
dimana telah mengeluarkan banyak biaya pembuatan perahu ikan
dan pada tahun 2016 telah menjual oleh Tergugat Rekonvensi
pada Jumardi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi,
sehingga sangat bertentangan hukum;

29 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi. selama ini
membuat penggugat rekonvensi idak pulang perg! Makassar untuk
mengurus di kantor desa sehingga usaha warung tidak benalan
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dengan bak senhingga tutup buku yang mengakibatkan kerugian

sekitar RpS0 000 000 (ima puluh juta rupiah)

30 Bahwa akibat perbuatan penggugat/Tergugat rekonvens: menual

perahu ikan tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvens:
sehingga kalau ditaksir kerugian tersebut apabila dipakai melaut
menghasilkan Rp1.00.000 (seratus ribu rupiah) per harinya
sehingga setiap bulannya sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)
dikalikan sejak tahun 2016 sampai saat ini yaitu tahun 2022 atau
selama 6 tahun dan atau 72 bulan, sehingga kerugian sekitar

Rp3.000.000 X 72 bulan : Rp216.000.000 (dua ratus enam belas

juta rupiah);

31. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat rekonvensi, yang telah

mengambil langkah serius dengan melaporkan Penggugat
rekonvensi ke Polres luwu pada tanggal 21 Februari 2022
membuat penggugat rekonvensi juga merasa sangat tertekan
bathin sangat serius, dimana jauh sebelumnya mantan istri
menikah tanpa sepengetahuan suami yang sah secara hukum
(Penggugat rekonvensi) dan juga sampai saat ini anak bernama
KISWAH NUR JANNAH usia 7 tahun yang bersekolah di
Madrasyah Ittidayyah (Ml) No. 43 batulotong yang dihasilkan dari
buah pernikahan antara penggugat rekonvensi dengan Sulfiyani
binti Syukur dibawa pergi Mantan istri Penggugat Rekonvensi, dan
juga saat ini Penggugat rekonvensi sudah tidak bekerja, ditambah
lagi digugat wanprestasi, sehingga kalau diukur secara penyakit
mungkin beban bathin penggugat rekonvensi Sudah komplikasi,
dengan demikian mengalami kerugian Immaterial apa bila di ukur
dengan uang sebesar Rp.212.501.000 (dua ratus dua belas juta
lima ratus seribu rupiah);

32 Bahwa Berdasarkan pada keseluruhan uraian di atas, maka
dimohan kiranya Ketua pengadilan Negeri Belopa Caq.
Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadill dan memutus
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan
sebagai benkut:

DALAM POKOK PERKARA:
DALAM EKSEPSI
DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya,
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Men

")

Olak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak hidakr

menyatakan gugatan tidak dapst diterima. NO (niet orivankelijk
verklaard)

y 2

Menghukum pengugat untuk membayar semua yang timbul akbat
perkara ini,

DALAM REKONVENSI
4.

Mengabulkan Gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
8.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian Materil

secara tunai Rp50.000.000; (lima pulu juta rupiah) ditambah
Rp216.000.000 (dua ratus enam belas juta rupiah), dengan Total

Rp266.000.000; (dua ratus enam puluh enam juta rupiah);
Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengganti kerugian Immaterial
apabila di ukur secara uang Rp212.501.000 (dua ratus dua belas juta
lima ratus seribu rupiah); yang harus dibayar secara tanggung renteng
oleh tergugat rekonvensi:

Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil

Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:
: I

gugatannya,

Fotokopi Surat Pernyataan antara Asrianto dengan Rosi yang dikeluarkan

oleh Kantor Desa Rantebelu tanggal 16 September 2021, selanjutnya diberi
tanda P-1,
Fotokopi Kuitansi Pembayaran Sejumlah Uang yang ditandatangani oleh
Asrianto dan diberi cap jempol oleh Rosi tanggal 21 September 2021,
selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang berupa fotokopi tersebut
di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai
dengan aslinya;

Menimbang. bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga

telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan di persidangan, yaitu.

1 Saksi Susandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut

Bahwa Saksi pemah membeli perahu tkan dan Tergugat,
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Bahwa Sakm mengetanu sda uas g Mk FPang

untuk memperbak perany tersebut

Bahwa Saksi mengetahuinya dar Fenggugat
yang lalu

sSekitar 10 (sepuid

Bahwa Saksi tidak melihat proses perbakan perahu tersebu

Bahwa Saksi tidak mengetahu perahu yang dimiliki Tergugat tersets
didapatkan dari mana,

Bahwa perahu yang dibeli oleh Saksi dan Tergugat hanya digunakan
selama 2 (dua) bulan oleh Saksi, karena setelah itu perahu tersetut

dilakukan tukar tambah dengan perahu lain;

Bahwa Saksi melakukan tukar tambah perahu tersebut pada tahun
2021, namun Saksi lupa tanggal dan bulannya,

Saksi Sahrul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaga
berikut:

Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah
terkait dengan uang;

Bahwa awalnya Saksi sedang bertamu di rumah Penggugat, dan Saksi
melihat Penggugat sedang membawa uang yang dibungkus dengan

kantong kain, namun Saksi lupa terkait waktu kejadiannya,

Bahwa pada saat itu yang ada di rumah Penggugat hanyalah

Penggugat, suami Penggugat, dan Saksi sendiri;

Bahwa penyerahan uang tersebut tidak dilakukan di rumah Penggugat,
melainkan di rumah orang tua Tergugat, dan Saksi tidak ikut saat
proses penyerahan uang tersebut kepada Tergugat, sehingga Saksi
tidak melihat proses penyerahannya;

Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya Surat Pernyataan Hutang

antara Asrianto dengan Rosi yang dikeluarkan oleh Kantor Desa
Rantebelu tanggal 16 September 2021;

Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan tersebut waktu bertamu di
rumahnya Penggugat bersamaan saat Penggugat membawa uang

dalam kantong kain yang akan diserahkan kepada Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui uang yang dibawa Penggugat untuk

diserahkan kepada Tergugat pada waktu itu sejumlah Rp50 000 000,00
(hma puluh juta rupiah) setelah dibentahu oleh Penggugat pada saat
Saksi bertamu ke rumah Penggugat waktu itu,

Bahwa pada waktu itu Saksi ingin meminjam uang kepada Penggugat

sgjumiah Rp20 000 000.00 (dua puluh juta rupiah), namun tidak
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diberikan oleh Penggugat, karena pada waktu itu Penggugat bilang

kalau Tergugat sudah meminjam uang kepadanya sebesar

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saat itu Penggugat baru
akan menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat;
Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena sering bertemu di pasar;

Bahwa setahu Saksi pekerjaan Penggugat adalah menjual koteng
(siput) di pasar;

Saksi Sherina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada
masalah motor;

Bahwa motor yang digunakan oleh Tergugat itu belum dilunasi
pembayarannya kepada Penggugat;

Bahwa pada saat Saksi berada di rumah Penggugat, saat itu Saksi
Sulfiani yang statusnya masih menjadi istri Tergugat datang ke rumah
Penggugat ingin meminjam uang kepada Penggugat sebesar
Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) untuk melunasi motor
yang digunakan oleh Tergugat, karena waktu itu motor tersebut akan
ditarik oleh dealer, namun terkait waktu kejadiannya Saksi lupa terkait
tanggal, bulan, dan tahunnya;

Bahwa setahu Saksi motor yang digunakan oleh Tergugat tersebut
berwarna hitam, namun Saksi tidak mengetahui merek dan jenis
motornya,;

Bahwa setahu Saksi motor tersebut sampai sekarang masih digunakan

oleh Tergugat, karena Saksi pernah melihat Tergugat mengendarai
motor tersebut;

Saksi Sulfiani, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

Bahwa Saksi menerangkan kalau yang meminjam uang kepada

Penggugat adalah Tergugat;

Bahwa Saksi mengakui kalau yang awalnya datang kepada Penggugat
untuk meminjam uang tersebut adalah dirinya, dan pada waktu itu
sudah disetujui oleh Penggugat, namun pada waktu Saksi akan
mengambil uangnya, Penggugat berubah pikiran dan tidak mau
memberikan uangnya dengan alasan karena antara Tergugat dengan
Saksi sering terjadi pertengkeran, Penggugat takut kalau kelak uangnya
tidak kembali, akhirnya Saksi kembali ke rumah dan menceritakan hal
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tersebut kepada Tergugat setelan ity Tergugat sendin yang datang

menemul Penggugat untuk meminjam uang tersebut;

Bahwa pada akhirnya Penggugat mau meminjamkan uang tersebut
kepada Tergugat, karena Saksi diberitahu oleh Penggugat kalau uang
itu yang pinjam adalah Tergugat, dan yang akan menanggung ke
depannya juga adalah Tergugat sendiri, oleh karena itu Penggugat
bersedia meminjamkan uang tersebut kepada Tergugat;

Bahwa uang tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat
dalam bentuk tunai;

Bahwa Saksi melihat proses penyerahan uang tersebut:

Bahwa pada waktu itu penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah
mertua Saksi;

Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut, di rumah itu ada orang
tua Saksi, ada orang tua Tergugat, ada ipar Saksi, ada Penggugat, dan
ada Saksi dan Tergugat juga;

Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya Surat Pernyataan Hutang
antara Asrianto dengan Rosi yang dikeluarkan oleh Kantor Desa
Rantebelu tanggal 16 September 2021;

Bahwa pada saat dilakukan pembuatan surat pernyataan tersebut,

Saksi juga berada di situ dan ikut tanda tangan sebagai saksi, begitu
pula dengan Tergugat yang juga berada di situ, dan tanda tangan yang
ada di surat pernyataan tersebut adalah benar Tergugat sendiri yang
melakukan tanda tangan;

Bahwa setahu Saksi ketika Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk
meminjam uang tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dilakukan pada bulan April tahun 2020;

Bahwa antara peminjaman uang tersebut dengan pembuatan surat
pernyataan tersebut yang lebih dulu terjadi adalah peminjaman uang
tersebut, baru setelah itu dibuatkan surat pernyataan tersebut;

Bahwa uang tersebut oleh Tergugat digunakan untuk membuka usaha
jual barang campuran di Makassar, namun setelah Saksi bercerai
dengan Tergugat, toko tersebut diserahkan kepada Tergugat dan

dikelola oleh Tergugat;

Bahwa setahu Saksi toko tersebut sekarang sudah dijual oleh Tergugat,

namun Saksi tidak mengetahui waktu pastinya kapan;

Bahwa Saksi menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 dan bercerai
dengan Tergugat pada tanggal 7 Januan 2022,
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Bahwa sebelum terbit akia cerainya. toko tersabut sudah dyunl tackest
dahulu oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Saks

Bahwa Saksi tidak mengetahu uang hasil penjualan toko terset
Tergugat digunakan untuk apa

Bahwa setahu Saksi

Wt Oy

toko tersebul dijual dengan hargs  sekila
Rp35 000.000,00 (tiga puluh hma juta rupiah) sampm Rp40 000 000 00
(empat puluh juta rupiah) dan dijuainya kepada keponakan dar
Tergugat sendiri, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari tetangga
Bahwa setahu Saksi sisa hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat
kepada Penggugat adalah sebesar Rp20 000 000.00 (dua puluh juta
rupiah);

Bahwa Saksi tidak ingat tanggal pembayaran cicilan hutang yang
dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun seingat Saks
pembayaran cicilan tersebut bersamaan dengan waktu Tergugat dan
Saksi meminjam uang ke bank untuk melunasi hutangnya kepada
Tergugat;

Bahwa yang mengajak untuk meminjam uang ke bank tersebut adalah
Tergugat sendiri, dan sertifikat yang diagungkan ke bank untuk
meminjam uang tersebut adalah miliknya Tergugat yang didapat dan
warisan orang tua Tergugat;

Bahwa pada saat melakukan pinjaman uang ke bank tersebut, uang
yang dapat dicairkan tidak genap Rp50 000 000,00 (ima puluh juta
rupiah), namun hanya sekitar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta
rupiah);

Bahwa dan uang hasil peminjaman ke bank tersebut, yang digunakan
untuk membayar hutang kepada Penggugat hanya sebesar
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan di rumahnya
kepala desa, namun Saksi lupa waktu kejadiannya,

Bahwa pada saat pembayaran di rumahnya kepala desar tersebut
Saksi juga ikut hadir di sana bersama dengan kakak dar Tergugat yang
bernama Ukkas, kemudian ada Penggugat dan ada bapak kepala desa
namun tidak ada Tergugat,

Bahwa yang membawa uangnya pada waktu itu adalah Saudara
Ukkas,

Bahwa waktu pembayaran tersebut juga sudah dibuatkan kuitansinya,
Menimbang bahwa untuk menguatkan dall dall bantahannya.
Tergugat mengajukan bukti sural sebagai bernkut
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nama Sulaiman tanggal 14 Apnl 2022,

Fotokopi Akta Cerai Nomor 14/IAC/2022/PA Blp antara Sulfiani binti Syukur

dengan Asrianto bin Saing Has langgal 7 Januan 2022, selanjutnya diber
tanda T-2,

Fotokopi Tanda Terima Kutipan Akta Nikah antara Asnanto dengan Sulfian

tanggal 1 November 2012, selanjutnya diber tanda T-3:

Menimbang, bahwa

terhadap surat-surat yang berupa fotokopi

tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata
sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah

mengajukan 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan di persidangan, yaitu:

1.

Saksi Sulaiman, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut;

Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Neger Sipil). selain itu
Saksi juga mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu biasa di kebun;
Bahwa Saksi pernah membuat perahu, waktu itu Tergugat meminta
kepada Saksi untuk dibuatkan sebuah perahu pada tahun 2016,

Bahwa Tergugat pada waktu itu memberikan bahan-bahan untuk
membuat perahu kepada Saksi:

Bahwa perahu yang dibuat pada saat itu hanya 1 (satu) buah saja,
Bahwa biaya pembuatan perahu tersebut kalau diuangkan sekitar
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan untuk bahannya sekitar
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juga;

Bahwa Saksi sudah tidak tahu di mana perahunya sekarang.

Bahwa setahu Saksi perahu tersebut digunakan oleh Tergugat hanya
sekitar 1 (satu) tahun saja;

Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan uang ataupun bahan
untuk pembuatan perahu tersebut kepada Saksi,

Bahwa perahu tersebut berwarna abu-abu dengan list hitam,

Bahwa setahu Saksi perahu tersebut pernah digunakan oleh Saksi
Jumardin Hasan,

Bahwa perahu tersebut berjenis bako-bako dengan panjang sekitar 9
(sembilan) meter, sedangkan lebamya Saksi tidak tahu,

Bahwa jenis kayu yang digunakan untuk membuat perahu tersebut
adalah kayu jati putih,

Bahwa Saksi menjadi kakak ipar Tergugat sejak tahun 19809,
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Bahwa Saksi mengetahui Tergugat menikah pada tahun 2012

Bahwa ketika pembuatan perahu milik Tergugat, pada waktu tu
Tergugat masih menjadi suami dari Saks; Sulfiani;

Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) perahu di rumah Tergugat, yang satu
berwarna abu-abu dan yang satunya lagi berwarna putih;

Bahwa perahu yang dijual oleh Penggugat kepada Saksi Jumardin
Hasan adalah perahu yang pertama, perahu tersebut yang membuat
adalah Saksi sendiri;

Bahwa perahu tersebut dijual kepada Saksi Jumardin Hasan pada tahu
2017;

Bahwa Saksi tidak melihat sendiri Penggugat menjual perahu tersebut
kepada Saksi Jumardin Hasan;

Bahwa perahu tersebut sekarang ada di Baluputih, sekarang perahu
tersebut berwarna putih, kalau dulunya berwarna abu-abu;

Bahwa perahu satunya yang berwarna putih tersebut adalah miliknya
Saudara Ukkas, dan yang membuat adalah Saksi juga;

Saksi Miharuddin, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut:

Bahwa Saksi mengetahui terkait perahu yang dimiliki oleh Tergugat;
Bahwa perahu tersebut berwarna abu-abu dengan list hitam;

Bahwa pekerjaan Saksi adalah melaut (nelayan);

Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak memakai perahu tersebut;
Bahwa Saksi mengenal Saksi Jumardin Hasan,;

Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Jumardin Hasan menggunakan
perahu tersebut ketika sedang melaut;

Bahwa ketika Saksi tanyakan kepada Saksi Jumardin Hasan, dia bilang
kalau perahu tersebut dia beli dari Ibu Rosi (Penggugat) dengan harga
Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tahun 2016, namun Saksi
tidak pernah mengonfirmasi hal tersebut kepada Penggugat;

Bahwa perahu tersebut berjenis bako-bako dengan panjang sekitar 9
(sembilan) meter, sedangkan lebar dan tingginya Saksi tidak tahu
Bahwa perahu tersebut adalah perahu motor;

Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat mempunyai perahu tersebut
sejak awal tahun 2016,

Bahwa Saksi mengetahui perahu yang dimiliki oleh Tergugat dibuat
oleh Saksi Sulaiman,
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Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat mendapatkan uang yang
digunakan untuk pembuatan perahu tersebut dari mana.

Bahwa Saksi menjadi kakak ipar Tergugat sudah sejak lebih dan 10
(sepuluh) tahun yang lalu;

Bahwa ketika pembuatan perahu milik Tergugat, pada waktu itu
Tergugat masih menjadi suami dari Saksi Sulfiani;

Saksi Jumardin Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah membeli perahu dari Penggugat sekitar tahun
2016,

Bahwa perahu yang Saksi beli dari Penggugat berjenis bako-bako
dengan 1 (satu) buah mesin bertenaga 10 PK berwarna abu-abu
kombinasi hitam;

Bahwa Saksi membeli perahu tersebut dengan harga Rp8.000.000,00
(delapan juta rupiah) yang dibayar secara dicicil sebanyak 2 (dua) kali
yang masing-masing cicilannya dibayarkan pada tahun 2016, namun
Saksi lupa tanggal dan bulannya;

Bahwa Saksi ketika membeli perahu tersebut langsung membayarnya
kepada Penggugat (Ibu Rosi);

Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya 1 (satu) hari sebelum
terjadinya transaksi jual beli perahu tersebut, Penggugat datang ke
rumah Saksi untuk menawarkan perahu tersebut kepada Saksi;

Bahwa perahu tersebut sudah Saksi jual kembali dengan harga
Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada tahun 2017,

Saksi Jumardi M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

Bahwa Saksi mengetahui terkait perahu yang dimiliki oleh Tergugat;
Bahwa Saksi mengetahui perahu yang dimiliki Tergugat didapat tidak
dengan membeli, melainkan dibuatnya sendiri;

Bahwa yang membuat perahu tersebut waktu itu adalah Pak Sulaiman,
Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi ikut mengambil kayu putih
yang digunakan untuk membuat perahu tersebut dan Saksi juga hadir
pada saat pembuatan perahu tersebut,

Bahwa Tergugat mempunyai 2 (dua) perahu, yang pertama perahu
warna abu-abu dan yang kedua perahu warna putih,
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Bahwa yang benar-benar Saksi ketahui perahu yang dimiliki Tergugat

adalah yang berwarna abu-abu, sedangkan perahu yang berwama
putih setahu Saksi adalah milik Ukas;

Bahwa Saksi mengiranya kedua perahu itu milik Tergugat karena

kedua perahu tersebut sering diletakkan di belakang rumah Tergugat,

hamun yang biasa dipakai Tergugat adalah perahu yang berwarna abu-
abu;

Bahwa perahu yang pertama kali dibuat oleh Pak Sulaiman adalah
perahu yang berwarna abu-abu:;

Bahwa setahu Saksi pada waktu itu untuk pembuatan perahu memang
ada biayanya, namun Saksi tidak mengatahui berapa dan dari mana
biaya itu diperoleh:

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu
yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Pihak
adalah Tergugat telah melakukan wanprestasifingkar janji terhadap Penggugat
dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Surat
Pernyataan Hutang antara Asrianto (Tergugat) dengan Rosi (Penggugat) yang
dikeluarkan oleh Kantor Desa Rantebelu tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatannya,
Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dan rekonvensi yang
diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melalui Kuasa Hukumnya
telah mengajukan jawaban yang di dalamnya terdapat eksepsi mengenai
Gugatan Penggugat Prematur, Gugatan Penggugat Emror in persona, dan
Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), dan selain itu
dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat juga terdapat rekonvensinya,
maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut,

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 Peraturan Mahakamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah
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Agung Republk Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomar 2 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dielaskan bahwa “Dalam
proses pemenksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi

ekseps!. rekonvens:. intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan®;

Menmimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka
Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi dan rekonvensi yang diajukan oleh
Tergugat dalam jawabannya telah menyimpang dari hukum acara penyelesaian
gugatan sederhana, sehingga tidaklah beralasan hukum, oleh karena itu
seluruh eksepsi dan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat tersebut patut
untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan
mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Surat
Pernyataan antara Asrianto dengan Rosi yang dikeluarkan oleh Kantor Desa
Rantebelu tanggal 16 September 2021 dan bukti surat bertanda P-2 berupa
Kuitansi Pembayaran Sejumlah Uang yang ditandatangani oleh Asrianto dan
diberi cap jempol oleh Rosi tanggal 21 September 2021, selain itu Penggugat
juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu Saksi Susandi, Saksi
Sahrul, Saksi Sherina, dan Saksi Sulfiani,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat
telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Pernyataan atas
nama Sulaiman tanggal 14 April 2022, bukti surat bertanda T-2 berupa Akta
Cerai Nomor: 14/AC/2022/PA . Blp antara Sulfiani binti Syukur dengan Asnianto
bin Saing Has tanggal 7 Januari 2022, dan bukti surat bertanda T-3 berupa
Tanda Terima Kutipan Akta Nikah antara Asrianto dengan Sulfiani tanggal 1
November 2012, selain itu Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang
saksi, yaitu Saksi Sulaiman, Saksi Miharuddin, Saksi Jumardin Hasan, dan
Saksi Jumardi M _;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaaan dalam persidangan
terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat
maupun Tergugat tersebut, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan darn Saksi Sahrul yang
pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Sahrul mengetahui bahwa Tergugat
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lelah  meminjam uang kepada Penggugat berdasarkan dan keterangan
Penggugat ketika Saksi Sahrul bertamu di rumah Penggugat, bahwa pada

waktu itu Penggugat bilang kalau Tergugat sudah meminjam uang kepadanya
sebesar Rp50.000 000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saat itu Penggugat baru
akan menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat, dan Saksi Sahrul melihat

sendin Penggugat membawa sekantong kain bensikan uang yang akan
diserahkan kepada Tergugat,

namun Saksi Sahrul tidak ingat waktu
kejadiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat

Pernyataan antara Asrianto (Tergugat) dengan Rosi (Penggugat) yang

dikeluarkan oleh Kantor Desa Rantebelu tanggal 16 September 2021

diterangkan bahwa Tergugat mengakui telah meminjam uang kepada

Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2020
yang kemudian diteguhkan dengan surat pernyataan tentang pengakuan
hutang tersebut dengan jangka waktu pengembalian selama 5 (lima) bulan
terhitung sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari
2022,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sahrul dan bukti

surat bertanda P-1 tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa memang

benar Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2020 yang kemudian
diteguhkan dengan surat pernyataan hutang tersebut dengan jangka waktu
pengembalian selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 16 September
2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022, sehingga perjanjian yang
dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal
1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu menyangkut kesepakatan
mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-2 berupa Akta
Cerai Nomor: 14/AC/2022/PA Blp antara Sulfiani binti Syukur dengan Asrianto
bin Saing Has tanggal 7 Januari 2022 dan bukti surat bertanda T-3 berupa
Tanda Terima Kutipan Akta Nikah antara Asrianto dengan Sulfiani tanggal 1
November 2012 diterangkan bahwa antara Tergugat dengan Saksi Sulfian
(mantan istri Tergugat) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1

November 2012 dan mulai bercerai pada tanggal 7 Januari 2022, sehingga

pada waktu Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar

bimimrrrmes D Ao W) Cuvbismomes Al
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RpS0 000 000 00 (ima puluh juta rupiah) statusnya masih menjalin hubungan
perkawinan dengan Saksi Sulfiam (mantan i1stn Tergugat)

Menimbang. bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sulfiari yang
pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mau meminjamkan uang
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Tergugat
karena Saksi Sulfiani diberitahu oleh Penggugat kalau uang itu yang pinjam
adalah Tergugat, dan yang akan menanggung ke depannya juga adalah

Tergugat sendiri, oleh karena itu Penggugat bersedia meminjamkan uang
tersebut kepada Tergugat,;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Sulfiani tersebut di atas
meskipun tidak disumpah, namun bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1
berupa Surat Pernyataan antara Asrianto (Tergugat) dengan Rosi (Penggugat)
yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rantebelu tanggal 16 September 2021 dan
bukti surat bertanda P-2 berupa Kuitansi Pembayaran Sejumlah Uang yang
ditandatangani oleh Asrianto dan diberi cap jempol oleh Rosi tanggal 21
September 2021 yang menerangkan bahwa Tergugat mengakui bahwa dirinya
telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) dan bersedia akan melunasinya, sedangkan Saksi Sulfiani
hanyalah sebagai salah 1 (satu) saksi dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut di
atas, meskipun perjanjian tersebut dibuat pada waktu Tergugat masih menjalin
hubungan suami istri dengan Saksi Sulfiani,

namun oleh karena yang
melakukan dan menandatangani

perjanjian tersebut adalah Tergugat,
sedangkan Saksi Sulfiani hanyalah sebagai salah 1 (satu) saksi dalam

perjanjian tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang
berlaku sebagai 'undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan oleh
karena itu perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik, dan
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal

1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas. Hakim

berpendapat bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut
adalah sah, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan
petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) yang berbunyi, “menetapkan bahwa

Halamanr 24 dan 30 Putusan Nomor 1/Pgt G S/2022N Bip
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Tergugat melakukan perbuatan wanprestas: dengan hdak dilaksanakan prestas
atas kewajbannya sesuai penanjan/pemyataan’.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa, ‘Penggantian biaya rugi
dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu penkatan. barulah mulai diwajibkan

apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi pernikatannya. tetap
melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya. hanya

dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu

yang telah
intinya wanprestasi

adalah tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, sedangkan

bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melaksanakan apa yang
diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana

mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan
sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

dilampaukannya”, jadi pada

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata dijelaskan bahwa, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat
perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dan
perkatan itu sendin, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat
Pernyataan antara Asrianto (Tergugat) dengan Rosi (Penggugat) yang
dikeluarkan oleh Kantor Desa Rantebelu tanggal 16 September 2021
diterangkan bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2020 yang kemudian
diteguhkan dengan surat pernyataan hutang tersebut dengan jangka waktu
pengembalian selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 16 September
2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena
dalam surat pernyataan pengakuan hutang sudah diteguhkan bahwa Tergugat
bersedia akan mengembalikan uangnya dalam jangka waktu 5 (lima) bulan
terhitung sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari
2022. maka secara teoritis dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan

tersebut, maka keadaan lalai itu terjadi dengan sendinnya, dan oleh karena

sampal dengan gugatan ini diajukan Tergugat tetap tidak melakukan

prestasinya, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Tergugat

telah melakukan wanprestasi. dan oleh karena itu petitum gugatan Penggugat
pon 3 (higa) dapat dikabulkan,

Halaman 25 dan 30 Putusan Nomor 1454t G 32022/PN Bin
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Menimbang. bahwa terhadap pettum gugatan Penggugal pon 4
(empat) yang menyatakan bahwa, “menghukum Tergugat untuk memoayal
ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat yaitu kerugian

materil sesuai dalam surat pernyataan dengan jumlah keseluruhan sebanyak
Rp32.100.000,00 (tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah)’

Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa
Kuitansi Pembayaran Sejumlah Uang yang ditandatangani oleh Asrianto
(Tergugat) dan diberi cap jempol oleh Rosi (Penggugat) tanggal 21 September

2021 diterangkan bahwa Tergugat telah membayar sebagian hutangnya
kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

rupiah),
sehingga sisa hutang Tergugat

kepada Penggugat adalah sebesar
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan oleh karena hal tersebut tidak

disangkal oleh Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah
sah juga sebagai pengakuan dari Tergugat, sehingga benar bahwa sisa hutang
Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg dijelaskan bahwa,
“Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak
boleh dipercaya’, hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1905
Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Susandi yang pada
pokoknya menerangkan bahwa Saksi Susandi mengetahui ada uang milik

Penggugat yang digunakan untuk memperbaiki perahu milik Tergugat, namun
Saksi Susandi tidak mengetahui sendiri secara langsung, melainkan dirinya
mengetahui dari Penggugat sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu sejak Saksi
Susandi memberikan keterangannya tersebut di persidangan, oleh karena
keterangan saksi tersebut hanyalah berdiri sendiri dan tanpa didukung dengan
alat bukti yang lain, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan
Saksi Susandi tersebut patut untuk dikesamping,

Menimbang, bahwa begitu pula dengan keterangan Saksi Sherina yang
pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Saksi Sherina berada di rumah
Penggugat, saat itu Saksi Sulfiani yang statusnya masih menjadi istri Tergugat
datang ke rumah Penggugat ingin meminjam uang kepada Penggugat sebesar
Rp4 100 000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) untuk melunasi motor yang
digunakan oleh Tergugat, karena waktu itu motor tersebut akan ditarik oleh

dealer, namun terkait waktu kejadiannya Saksi Shenna lupa terkait tanggal,
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bulan dan tahunnya, oleh karena kelerangan saks: tersebut hanyalan berdy

sendin dan tanpa didukung dengan alat bukt yang lain, maka Hakim

berpendapat bahwa terhadap keterangan Saksi Sherina tersebut juga patut
untuk dikesamping.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jumardi M yang
pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Jumardi M. mengetahui terkait
perahu yang dimiliki oleh Tergugat adalah perahu yang dibuat oleh Saksi
Sulaiman, namun oleh karena keterangan saksi tersebut hanyalah berdin
sendiri dan tanpa didukung dengan alat bukti sah yang lain, serta tidak ada
relevansinya dengan Jawaban Tergugat dalam perkara a gquo untuk
membuktikan bahwa terkait biaya pembuatan/perbaikan perahu tersebut adalah
menggunakan uang milik Tergugat sendiri atau meminjam dari Penggugat.
sehingga terhadap keterangan Saksi Jumardi M. tersebut Hakim tidak tenkat
untuk mempertimbangkannya dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yurisprudensi Mahkamah

Agung No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990 dijelaskan bahwa, “Bukti
surat yang hanya merupakan pemyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat
disamakan dengan kesaksian yang seharusnya dibenkan di bawah sumpah di
muka Pengadilan”, sehingga terhadap bukti surat bertanda T-1 berupa Surat
Pernyataan atas nama Sulaiman tanggal 14 April 2022, oleh karena Saksi
Sulaiman yang dihadirkan dalam persidangan diambil keterangannya tanpa
disumpah, maka tidaklah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga tidak
cukup kuat untuk mendukung bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim
tidak terikat untuk mempertimbangkan bukti surat bertanda T-1 tersebut,
sehingga terhadap bukti surat bertanda T-1 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Miharuddin yang
pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Miharuddin pernah melihat Saksi
Jumardin Hasan menggunakan perahu milik Tergugat ketika sedang melaut,
dan ketika ditanyakan kepada Saksi Jumardin Hasan, perahu tersebut dia beli
dan Ibu Rosi (Penggugat) dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
pada tahun 2016, keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi
Jumardin Hasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Jumardin
Hasan pernah membeli perahu berjenis bako-bako dengan 1 (satu) buah mesin
pertenaga 10 PK berwarna abu-abu kombinasi hitam dari Penggugat sekitar

tahun 2016 dengan harga Rp8.000 000.00 (delapan juta rupiah), namun dari
keterangan saksi-saksi tersebut hanyalah keterangan Saksi Jumardin Hasan
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yang diambil keterangannya di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi-
saks tersebut tidaklah cukup kuat untuk saling menguatkan, oleh karenanya

Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk
dikesampingkan:;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Penggugat hanya dapat membuktikan bahwa sisa hutang yang dimiliki
oleh Tergugat dan harus dikembalikan kepada Penggugat adalah sebesar
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian tanpa
bermaksud untuk mengubah substansi atau isi petitum gugatan Penggugat
dan/atau melakukan ultra petita, serta agar ke depannya putusan ini dapat
dilaksanakan sehingga tidak mengakibatkan putusan yang non-executable,
Hakim memandang perlu untuk memperbaiki petitum gugatan Penggugat poin
4 (empat) ini, sehingga berbunyi, “menghukum Tergugat untuk membayar ganti
kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat yaitu kerugian materiil
sesuai dalam surat pernyataan dengan jumiah keseluruhan sebanyak
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)’, dengan demikian Hakim
berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat poin 4 (empat) tersebut
dinyatakan dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksionalnya;
Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya, Penggugat -tidak dapat
membuktikan adanya kerugian immateriil secara jelas dan terperinci, oleh
karena itu Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat poin 5 (lima)
tidak cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga patut untuk dinyatakan
ditolak;
Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 6

(enam), yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, Hakim

akan mempertimbangkannya di akhir setelah petitum-petitum gugatan

Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 7
(tujuh), yaitu menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit
Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding
maupun kasasi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 7 Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar By
Vooraad) yang menjelaskan bahwa putusan serta merta dapat dikabulkan
apabila adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai
parang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain
apabila temyata di kemudian han dijatuhkan putusan yang membatalkan
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putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1)

RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang

Permasalahan Putusan Serta Merta, oleh karena dalam persidangan

Penggugat tidak dapat membuktikan ataupun mengajukan bukti-bukt yang
dapat menjamin akan hal itu melalui bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang
diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa

petitum gugatan Penggugat poin 7 (tujuh) tersebut tidak cukup beralasan
hukum, sehingga dinyatakan ditolak:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv dijelaskan bahwa
“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang
lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa
sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukum tersebut, olehnya

harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan

hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa’”;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah untuk
menghukum Tergugat melaksanakan kewajibannya berupa membayar

sejumlah uang yang telah dipinjamnya dari Penggugat, maka berdasarkan

ketentuan pasal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pemberian

hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat tidaklah
dapat dilakukan, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 8
(delapan) tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan

sebagian, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, untuk itu
kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga
dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 6 (enam) dinyatakan dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan secara sebagian dan
menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1238, Pasal 1243 Pasal 1320, Pasal 1338,

dan Pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Gugatan Sederhana serta kententuan-ketentuan hukum lainnya,

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
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Menyatakan sah dan mengikat demi hukum penanjian hutang piutang
antara Penggugat dan Tergugat (Surat Pernyataan tanggal 16 September
2021),;

Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dengan
tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Surat Pemyataan
tanggal 16 September 2021;

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan
seketika kepada Penggugat yaitu kerugian materiil sesuai dalam surat
pernyataan dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah);

Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 oleh Imam

Setyawan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Belopa, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti, Hakim,

t.td t.td

Arrang Baturante, S.H. Imam Setyawan, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran

1. Biaya Pendaftaran ................. : Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK ................ : Rp100.000,00;
3. BiayaPanggilan..................... 3 Rp400.000,00;
4. PNBPRelaas ........................ : Rp20.000,00;
5. PNBP SuratKuasa................. : Rp10.000,00;
6 Materai ... : Rp10.000,00;
7. Redaksi ........................ cvsn 3 Rp10.000,00:
Jumliah :

Rp580.000,00;
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
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SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 309 TAHUN 2022
TENTANG
PENCANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

Menimbang a. bahwa demi kelancaran proses pengujian scminar proposal, seminar hasil dan
uiian raunagasyah tagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu
diver,tuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil
dar, Ujian Munagasyah;
b. bahwa uniuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan
Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqgasyah sebagaimana
dimaksud dalam batir 2 di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat
Keputusan Dekan.
Mengingat . 1. Undang-Undang Ri Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
. Undang-Undang Rl Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemenrtah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tingg,
Peraturan Presiden Rl Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN
Palopo Menjadi IAIN Palopo;
_ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja IAIN Palopo.

o H WN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . KEPUTUSAN  DEKAN FAKULTAS SYARIAHIAIN  PALOPO TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR
PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM

STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

KESATU - Mengangkat mercka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini
sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan
Ujian Munagasyah adalah : mengorekei, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan

menguji koiwapetensi dan kemampuan .uaiiasiswa berdasarkan skripsi yang
diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan
ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan
kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini
dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
KEEMPAT . Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah

kegiatan pengujian munagasyah selesai, den akan diadakan perbaikan
seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;

KELIMA . Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang be:sangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Palopo
__Pada Tanggal : 21 September 2022

L
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SEM

AT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

SANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL.

INAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

1L

Nama Mahasiswa
NIM
Fakulias

Program Studi

Judul Skripsi

Tim Dosen Penguji

1.Ketua Sidang

2. Sckretaris Sidang
3.Penguji |

4. Penguji Il
5.Pembimbing 1 / Penguji
6.Pembimbing 11 / Penguji

Nurhaera Tuljannah Masdin
1903030096
Syanah

Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi
Perjanjian Hutang  Piutang (Studi

1/Pdr.G.S/2022/PN BLP)

Putusan Nomor

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HL.

Dr. Helmi Kamal, M.HL.

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

Palopo, 21 September 2022
DEKAN;- _

Dr..] g, S.Ag., M.HI
07 199903 1 00
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HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang
Piutang (Studi Kasus Nomor 1/Pdt.G.S/2022/Pn Blp)

yang ditulis olch:
Nama : Nurhaera Tuljannah Masdin
NIM : 1903030096
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1 Pembimbing 2

kg Al -

Dr. H. Muammar }Efat Yusmad, S.H., M.H Muh. Yassir Akbar R, S.I1., M.H
Tanggal: (O/Z/l_oz} Tanggal: 77 /z,/ 2023

=
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

HUKUM EKONOMI SYARIAH
JI. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
IAINPALOPO  Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www syanah iainpalopo ac id

Nomor : 035/In.19/FASYA/PP.00.9/111/02/2023 Palopo, 10 Februari 2023
Perihal : Seminar Proposal
Yth

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Pembimbing I)

2. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
(Pembimbing I1)

Di,
Palopo

Assalamu ‘Alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi atas:
Nama

: Nurhaera Tuljannah Masdin
NIM : 1903030096
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi

: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Perjanjian
Hutang Piutang (Studi Kasus Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN BLP.

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai Pembimbing/Penguji
pada pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Senin, 13 Februari 2023
Pukul : 08.30 — Selesai

Media : https://meet.google.com/vyb-gccu-tfr

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan |bu, kami ucapkan banyak terima
kasih.

Wassalamu ‘Alaikum wr. wb.

Ketua Prodi

Miuh. Darwis, S.Ag., M.Ag

NIP 19701231 200901 1 049
Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan | Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Pertinggal
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

FAKULTAS SYARIAH
IAIN FALOTO JI. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyaniah@iainpalopo.ac.id - Website : www syanah ainpalopo ac d
BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga
telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Nurhaera Tuljannah Masdin
NIM : 1903030096

Fakultas . Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi  :Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi
Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Nomor
1/Pdt.G.S/2022/PN BLP.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Pembimbing 1)

2. Nama : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
(Pembimbing 1)

Dengan hasil Seminar Proposal:
* Proposal ditolak dan seminar ulang
¢ Proposal diterima tanpa perbaikan
e Proposal diterima dengan perbaikan
e Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Februari 2023
Pembimbing | Pembimbing I

. i N -
v
Dr. H. Muammiar Arafat Yusmad, S.H., M.H Muhammad Yagsir Akbar Ramadhani, S.H., M.H
NIP 19731118 200312 1 003 NIP 19860604 202012 1 007
Mengetahui,

Ketua Prodi HES

L\lluh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049
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HALAMAN FENGESAHAN FRUFPUSAL SKKIFSI
Proposal Penelitian Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Svariah
Terhadan Wannrestasi Periannan Hutang Pmitang (Stdi Puisan PN RI.P
NU.1/FT.U.5/2022) vang diajukan oien Nurhaera 1uljannan Masdin = im
19 0303 0096, telah diseminarkan pada han Senin tanggal 13 Februai 2023
dan teian diperpaiki sesuai caiaian dan perminiaan pengujl, dinyatakan

diterima untuk proses selanjutnya

rempimping | rembimbing £
\‘ g
Dr. H. Muammar 1at Y usmad, >.H.. M.H. Mub. Y assir AKbar K, 5.H., M.H.

langgal: 9/5/1_015 langgal: 2 /'} /q,o'm,

Mengetahui.

An Dekn___v’ FEalwltac Quariah
ZRiRE Syanan

Ketua Frogram dtudi Hukum EKonomi dvariah

—

&vinn. DAarwis, >.Ag., Vi.Ag
NTP 10701721 200001 1 N4Q
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HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah Terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN

BLP Nomor 1/PDT.G.S/2022)

yang ditulis oleh
Nama : Nurhaera Tuljannah Masdin
Nim : 190303 0096
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik
dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing 1

Pembimbing 2

—
Mubh. Yassir Akbar R, S.H., M.H.

Tanggal: O 5 9 U‘| 1073 Tanggal: q_‘}/c /uL'J

iii
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JI. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www syarnah iainpalopo ac.id

IAIN PALOMO

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat 14 Juli 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama . Nurhaera Tuljannah Masdin

NIM 1903030096

Fakultas . Syariah

Prodi . Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi © Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi
Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN BLP Nomor
1/PDT.G.S/2022).

Dengan Penguji dan Pembimbing :
Penguji | : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.

Penguji Il : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Pembimbing |  : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.

Pembimbing Il : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H (7 / _________ )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Juli 2023
Kepala Bag&an(Tata Usaha

Hj. Asridni, S.Sos
NIP 19680725 200003 2 001
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HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi
Syariah terhadap Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN BLP

Nomor 1/PDT.G.S/2022) yang ditulis oleh:

Nama : NURHAERA TULJANNAH MASDIN
NIM : 1903030096
Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan
layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing |

Pembimbing I
P
De. H. Musmmar Avafat Yusmad, S.H,.M.H  Muhammad Yassir ar Ramadhaani, S.11., MLIL
Tanggal: '7,"\ /% ’LOTQ Tanggal: 2 ¢ /B ( 2013
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PERSETUJUAN PENGUJI

Judul Skripsi ‘Tinjavan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi
Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN BLP Nomor
1/PDT.G.S/2022)

yang ditulis oleh:

Nama : NURHHAERA TULJANNAII MASDIN
NIM : 1903030096
Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Disetujui untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Penguji I Penguji II

-
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Tanggal: Tanggal:
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Dr. 11 Muammar Arafat Yusmad, S.11., M.IL
Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal  : Skripsi a.n. NurhaeraTuljannahMasdin

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu ‘alaikum wr.wb.
Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu,

bak dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di

bawabh ini:
Nama : NurhaeraTuljannahMasdin
NIM : 19 0303 0096
Program Studi ~ : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestas
iPerjanjian Hutang Piutang (StudiPutusan PN BLP Nomor
1/PDT.G.S/2022).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak
diajukan untuk diujikan pada ujian munagqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu ‘alaikum wr.wb.

Pembimbing I Pembimbing Il -

fAwS -

Dr. H. Muamthar Arafat Yusmad, S.H., M.H. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H
NIP 19731118 200312 1 003 NIP 19860604 202012 1 007
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Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal  : Skripsi a.n. NurhaeraTuljannahMasdin

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu ‘alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu,
bak dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di
bawah ini:

Nama : NurhaeraTuljannahMasdin

NIM ‘ : 190303 0096

Program Studi  : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi :Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi

Perjanjian Hutang Piutang (StudiPutusan PN BLP Nomor
1/PDT.G.S/2022).

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan
layak diajukan untuk diujikan pada ujian munagasyah.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu ‘alaikum wr.wb.

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. ﬁ )

Penguji | Tanggal: ’
2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H ( /% )
Penguji Il Tanggal:
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. (! I i
Pembimbing | Tanggal: ﬁ /1025
4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.11., M.11 %
Pembimbing I1 Tangga 2/ [w 1-‘>
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

FAKULTAS SYARIAH
JI. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (M71)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website . www syariah.iainpalopo.ac.id

1NN PALOMD

BERITA ACARA

Pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqgasyah

atas:

Nama . Nurhaera Tuljannah Masdin

NIM : 1903030096

Fakultas . Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi

Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan PN BLP Nomor
1/PDT.G.S/2022).

Dengan Penguiji dan Pembimbing :

Penguiji | : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pengu;ji Il : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Pembimbing |  : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Pembimbing Il : Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., MH. (

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Agustus 2023
~-Dekan

-

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004
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TIM VERIFIKASE NASKATI SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal  : Skripsi a.n. NurhaeraTuljannahMasdin

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu “alaikum wr.wb.
Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah

naskah skripsi sebagai berikut:

Naina : NurhaeraTuljannahMasdin
NIM : 190303 0096
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi :Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
TerhadapWanprestasiPerjanjianHutangPiutang (StudiPutusan PN
BLP Nomor 1/PDT.G.S/2022).

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

I. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi,
Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum

Ejaan Bahasa Indonesia.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu ‘alaikum wr.wb.
TIM VERIFIKASI

1. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.11., M.11 ( )
Tanggal

2.  Nama : Hardianto Hamid, S.H., M.H W )
Tangga ; ‘
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skripsi Nurhaera tuljanna
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RIWAYAT HIDUP
Nurhaera Tuljannah Masdin, lahir di Pasamai pada 15
Maret 2001, Peneliti merupakan anak kedua dari lima
bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama
Masdin dan ibu bernama Arlina. Saat ini, peneliti

bertempat tinggal di Jalan Cempaka Kota Palopo.

Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2013
yaitu SDN 306 Pasamai Kemudian, di tahun yang sama menempuh
pendidikan di MTS Negeri Belopa hingga tahun 2016. Pada tahun 2016
peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Luwu. Pada saat
menempuh pendidikan di SMA, peneliti aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler
Pramuka, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam
Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

dan Angkatan 2019.

Contact Person: nurhaeratuljannahmasdin@gmail.com




